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Kondisi Umum.

Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan suatu upaya dalam
menyusun rencana jangka panjang yang bersifat holistik, dimana rencana
tersebut haruslah berisi penjabaran terkait rumusan ke mana suatu organisasi
akan diarahkan, serta bagaimana organisasi tersebut mengalokasikan sumber
daya yang mereka miliki dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki dalam
berbagai kemungkinan. Lebih lanjut, perencanaan strategis ini dapat diartikan
sebagai suatu proses yang dilakukan organisasi dalam rangka menentukan
strategi, arah, dan acuan apa yang akan mereka implementasikan demi meraih
tujuan yang telah disepakati, dengan memperhitungkan sumber daya yang
dikuasai. Hasil nyata dari perencanaan strategis ini berupa Rencana Strategis
(selanjutnya disebut Renstra) yang akan dijadikan pedoman organisasi dalam

merencanakan dan mengalokasikan sumber daya tahunan.

Pada skala Nasional, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
menetapkan rencana pembangunan jangka panjang dengan durasi 20 (dua
puluh) tahun, yang dibagi menjadi empat rencana jangka menengah lima
tahunan dan perencanaan tahunan. Melalui Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pemerintah mengejewantahkan Rencana Jangka
Panjang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
tahun 2005-2025 yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 (lima) tahunan, yang



selanjutnya akan dijabarkan lebih terperinci oleh setiap Kementerian/Lembaga

ke dalam dokumen Renstra masing-masing.

Pertahanan negara pada dasarnya digunakan untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara dan keselamatan segenap
bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara. Usaha ini menjadi salah satu fungsi pemerintahan dalam mewujudkan
suatu kesatuan pertahanan guna mencapai tujuan nasional. Untuk
merealisasikan usaha tersebut maka pengelolaan sistem pertahanan negara
senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam
RPJMN 2020-2024 dan tujuh agenda pembangunan yang dirumuskan dalam

kebijakan dan rencana strategis pertahanan negara Kementerian Pertahanan.

Oleh karenanya, konsep pertahanan negara harus terlebih dahulu
dipahami secara utuh, dengan berlandaskan peraturan yang berlaku. Menurut
pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara, “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara”. Konsep tersebut menjadi dasar bagi unit
organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam merumuskan rencana

pembangunan pertahanan.

Konsepsi pertahanan negara pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi,
yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer
yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang
dan operasi militer selain perang. Sedangkan inti pertahanan nirmiliter, yaitu
pemberdayaan sumber daya nasional yang meliputi fungsi kekuatan
pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. Oleh karena itu strategi pertahanan
yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya pertahanan
negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter
sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Untuk mewujudkan
konsepsi tersebut, Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (UO Kemhan)

merumuskan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai produk kebijakan



strategis pembangunan pertahanan negara dalam rangka mewujudkan
kemampuan dan kekuatan pertahanan negara yang tangguh. Namun, sebelum
membahas lebih jauh mengenai perencanaan UO Kemhan Tahun 2020-2024,
terlebih dahulu akan dijabarkan capaian Renstra UO Kemhan kurun waktu
2015-20109.

Pembangunan pertahanan dalam konteks UO Kemhan, diarahkan pada
perwujudan Minimum Essential Force (MEF) menuju postur pertahanan negara
yang ideal. Sementara bela negara dan komponen pendukung seperti industri
pertahanan nasional yang diharapkan dapat bersinergi dengan komponen inti
masih perlu terus ditingkatkan agar kemampuan pertahanan negara dapat
terbangun secara optimal. Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat,
dan diturunkan ke dalam Renstra Kemhan dan TNI 2015-2019, yang juga
diturunkan kepada renstra UO Kemhan periode tahun 2015-2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 mengamanatkan
kebijakan pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan
kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) komponen utama
dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Renstra UO Kemhan periode
tahun 2015-2019 telah mengakomodir dalam arah bijak dan strateginya, yaitu
dengan menyediakan kebijakan postur TNl dan pemenuhan Alutsista yang
didukung dengan pengembangan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan
berdaya saing. Arah bijak tersebut dijawab dengan strategi membangun
kebijakan MEF menuju kekuatan EF. Output yang dihasilkan yaitu berupa
kebijakan MEF untuk periode 2020-2024.

Dalam hal pembangunan sarana dan prasarana perbatasan, UO Kemhan
telah melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara konsisten pada
pelaksanaan pembangunan perbatasan, yaitu Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan
(JIPP) dan Jalan Administrasi (JA) di Kalimantan, dengan pencapaian berupa
perkerasan sepanjang 357,05 kilometer dan pembukaan/rintisan sepanjang
1087,04 kilometer dari target sepanjang 2019 kilometer. Jumlah pembangunan

sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan terlaksana dengan



baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja 100% dengan analisa semua
kegiatan dapat tercapai sesuai rencana waktu serta penyerapan anggaran
dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan menghasilkan kinerja
(outcome) yaitu terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan di wilayah
perbatasan dapat digunakan dalam pengamanan wilayah perbatasan oleh
satuan pengamanan perbatasan (Satpamtas) dan oleh masyarakat sebagai

jalur logistik secara terbatas.

Capaian selanjutnya dalam pembentukan kader bela negara Menteri
Pertahanan telah mencanangkan rencana Pembentukan Kader Bela Negara
pada tahun 2015 sejumlah 100 juta Kader, namun target tersebut merupakan
target nasional. Untuk memenuhi target tersebut dilaksanakan melalui Program
Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan mulai dilaksanakan secara
masif tahun 2015 dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah serta TNI/Polri. Upaya yang telah dilakukan vyaitu
melakukan sosialisasi, melakukan Kerjasama dengan berbagai instansi dan
Lembaga, serta melakukan Pendidikan dan pelatihan pembentukan kader bela
negara. Capaian dari program tersebut sampai dengan Juli 2019 mencapai
42.000 orang kader Bela Negara. Kemhan telah menandatangani Kesepakatan
Bersama (MoU) dengan 12 K/L, 39 Perguruan Tinggi, dan 37 Ormas untuk

secara sinergi menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Dalam bidang penelitian dan pengembangan, UO Kemhan telah
melakukan program penelitian dan pengembangan dengan melaksanakan First
Article (FA) terhadap prototype hasil litbang Alpalhan. Upaya yang dilakukan
yaitu melalui program penelitian dan pengembangan yang diusulkan menjadi

First Article tahun 2015-2019 sebanyak 6 (enam) prototipe antara lain:

a. Litbang Pembuatan Prototipe Mobil Hyperbarric Chamber.
Pembuatan Prototipe Kendaraan Amphibi Pengangkut Artileri (KAPA)
Marinir.

c. Pembuatan Prototipe Mobile Command Control Vehicle (MCCV).

d. Pembuatan Prototipe APC (AMPHIBI) Roda Rantai.



e. Pembuatan Prototipe Hyperbarric Chamber.
f. Pembuatan Prototipe PTTA Rajawali 720.

Capaian selanjutnya dalam pengembangan organisasi diarahkan menuju
terwujudnya organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses yang
ditetapkan melalui Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Penataan organisasi juga diarahkan pada
tercapainya efisiensi dan efektivitas organisasi dengan struktur yang simpel,
lincah, dan berkinerja tinggi. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi
reformasi birokrasi nasional, Kementerian Pertahanan melaksanakan agenda
reformasi di lingkungan pertahanan dengan sasaran pada 8 (delapan) Area

Perubahan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, Kementerian Pertahanan
melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 3 (tiga) unit
kerja. MWBK/MWBBM. Dari 3 (tiga) unit kerja yang diajukan, satu unit kerja
berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun
2019. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada 2015-2019 di lingkungan UO
Kemhan juga telah terimplemetasi sampai ke satker-satker dan diwujudkan
dengan adanya indikator kinerja serta target pencapaian pelaksanaan reformasi

birokrasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra periode 2015-2019.
Potensi dan Permasalahan.

Dalam penyelengaraan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
terdapat potensi dan permasalahan yang mengikutinya. Potensi pertahanan
negara merupakan aspek yang perlu dipromosikan dan diperkuat untuk
meningkatkan kesuksesan pertahanan Negara. Sedangkan, permasalahan
pertahanan Negara perlu diselesaikan dan dicari solusinya agar tidak menjadi
pengambat terealisasinya ketahanan negara yang kuat. Berikut merupakan

rincian dari potensi dan permasalahan pertahanan:



Potensi Bidang Pertahanan.

Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan
untuk dikembangkan. Potensi dapat bersumber dari sesuatu yang sangat
besar maupun kecil yang belum diketahui. Berdasarkan capaian kinerja
yang sudah dilaksanakan, dapat dipetakan berbagai potensi yang dapat
dijadikan salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang

sedang dihadapi.

Potensi dalam bidang geopolitik dan geostrategi yang dimiliki antara
lain, Geopolitik Indonesia yang bertumpu pada Wawasan Nusantara. Hal
tersebut merupakan yaitu cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai
nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Tidak
hanya itu potensi lainnya berkaitan dengan upaya memperhatikan sejarah
dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang
sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi,
dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi

seluruh bangsa Indonesia.

Upaya tersebut yang mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah pada penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan
nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua arah pandang. Arah pandang
ke dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah, sedangkan arah pandang
ke luar ditujukan untuk menjamin kepentingan nasional dan ikut dalam

melaksanakan ketertiban dunia.

Kemudian berkaitan dengan Geostrategi Indonesia pada dasarnya
adalah strategi nasional dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai
ruang hidup nasional guna mengarahkan kebijakan dan sasaran
pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional, yang
diimplementasikan dalam kebijakan poros maritim dunia. Geostrategi
Indonesia diwujudkan dalam Ketahanan Nasional, yaitu suatu kondisi
dinamis suatu bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta

mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan



mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Hal
tersebut dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, secara
langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas,
identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta perjuangan

bangsa dalam menjaga tujuan nasional.

Potensi lainnya yang dimiliki berkaitan dengan Kebijakan pertahanan
negara yang diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional, hal

tersebut diwujudkan dengan memperhatikan 3 (tiga) kaidah pokok, yaitu:

1) Tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2) Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui
pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara; dan

3) Sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan

nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

Kepentingan nasional Indonesia disusun dalam 3 (tiga) kategori,
yaitu yang bersifat mutlak, vital, dan penting. Kepentingan nasional yang
bersifat mutlak adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kepentingan nasional yang bersifat vital adalah terjaminnya kelancaran
pembangunan nasional yang meliputi berbagai bidang kehidupan secara
berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang ber-
Pancasila, sejahtera, adil dan makmur. Sedangkan, kepentingan nasional
yang bersifat penting adalah kepentingan yang terkait dengan stabilitas

regional dan perdamaian dunia.

Potensi dan kekuatan nasional pada poin 3 tersebut dipetakan dalam
4 (empat) aspek vyaitu berdasarkan potensi kerjasama internasional,
regulasi dan kebijakan pertahanan negara, sumber daya pertahanan, dan
industri dan teknologi pertahanan. Berikut merupakan rincian dari masing-

masing aspek potensi tersebut:



1)

Kerjasama Internasional.

Untuk meningkatkan usaha pertahanan negara, kerjasama
dengan negara lain merupakan hal yang penting dan perlu untuk
dilakukan. Kerjasama antar negara dapat menunjang terjaganya
kestabilan negara kawasan, dan bentuk ini merupakan salah satu
bentuk upaya secara non-militer. Bentuk upaya kerjasama untuk
peningkatan hubungan ini direalisasikan dalam forum dialog maupun
pertemuan bilateral oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Selama periode 2015-2019, kemhan telah melaksanakan pertemuan
bilateral dengan 16 negara, yaitu: Filipina, Brunei Darussalam,
Vietnam, Jepang, India, Australia, New Zealand, China, Amerika
Serikat, Jerman, Perancis, Swedia, Belanda, ltalia, Polandia, dan

Spanyol.

Perjanjian bilateral tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan
penyusunan Perjanjian Bilateral Kerja Sama Pertahanan serta
kegiatan-kegiatan lapangan yang dilakukan untuk mempererat
hubungan antar negara. Beberapa kegiatan direalisasikan dalam
bentuk Expert Talk, Military Staff Talk, Army-to-Army Talk, Navy-to-
Navy Talk, Air Force-to-Air Force Talk, latihan bersama, pertukaran

staf, kunjungan staf, pendidikan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Kerjasama juga dilakukan Indonesia dalam bentuk kegiatan
Trilateral Indomalphi, yang sampai tahun 2019 awal telah mencapai
implementasi latihan darat. Kerja sama juga dilakukan melalui
kegiatan ADMM Plus EWG on PKO (ASEAN Defence Ministers
Meeting Plus Expert Working Group on Peacekeeping Operation),
yang terhitung pada tahun 2019 Indonesia dan Australia merupakan
co-chairs. Kerjasama dalam berbagi informasi strategis di ASEAN

dilakukan dengan dibentuknya Our Eyes Initiative.



2)

3)

Regulasi dan kebijakan Pertahanan Negara.

Dalam menunjang berlangsungnya sebuah aktivitas di dalam
suatu organisasi, diperlukan adanya regulasi dan kebijakan. Untuk
menyelenggarakan  fungsi  dan kewenangannya  tersebut
Kementerian Pertahanan dalam upaya pertahanan negara

menetapkan beberapa regulasi yaitu:

a) Permenhan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan
Negara Tahun 2015-2019.

b) Permenhan tentang Kebijakan Pembangunan Minimum
Essential Force (MEF) Renstra Il Tahun 2015-2019.

c) Permenhan tentang Pedoman Dasar Pertahanan Negara Tahun
2015-2019.

d) Kepmenhan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun
2016.

Sumber Daya Pertahanan.

Untuk merealisasikan pertahanan negara yang kuat, diperlukan
kemampuan untuk dapat mengelola segala sumber daya yang
dimiliki untuk kepentingan nasional. Sumber daya tersebut dibagi
dalam 3 (tiga) segmen meliputi sumber daya manusia, sumber daya
alam dan buatan, serta sarana dan prasarana. Dalam rangka
mengatur pengelolaan sumber daya tersebut Kemhan telah
merumuskan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber
Daya Nasional (RUU PSDN).

Sumber Daya Manusia pertahanan yang direkrut, diberi
pelatihan kemiliteran, dan dibina dengan baik akan menjadi aset
yang berharga bagi negara. Sumber Daya Manusia (SDM)

pertahanan meliputi:
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a) Garda Bangsa, yaitu SDM yang telah terlatih dalam bidang
tugasnya melalui latihan dasar kemiliteran sehingga pada saat

darurat perang dapat dikerahkan sebagai komponen cadangan.

b) Tenaga Ahli Profesi, yaitu SDM yang memiliki keahlian sesuai
dengan profesi tertentu dalam lembaga pemerintah maupun

non pemerintah.

Penataan dan pembinaan 2 (dua) jenis SDM tersebut telah
dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, workshop, maupun Focus
Group Discussion (FGD) di seluruh provinsi Indonesia. Capaian dari
pembinaan SDM tersebut adalah sebesar 192.348.487 individu
warga negara Indonesia, dengan rincian sebanyak 57.704.546 orang
pada segmen Garda Bangsa, sebanyak 19.234.849 orang masuk
kedalam segmen tenaga ahli profesi serta sebanyak 115.409.092

orang lainnya termasuk ke dalam segmen warga negara lainnya.

Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) merupakan sumber
daya berbentuk benda mati yang berasal dari alam atau yang
dibentuk oleh manusia. Pada upaya untuk mencapai pertahanan
negara, terdapat 2 (dua) jenis Sumber Daya Alam/Buatan (SDA/B)

meliputi:

a) Logistik Wilayah, yaitu logistik yang bertumpu pada sumber
daya alam dan disiapkan pada wilayah tersebut guna

mendukung operasi militer.

b) Cadangan Materill Strategis, yaitu bahan dan/atau hasil
pertambangan serta peralatan industri untuk mendukung
pertahanan negara. Kegiatan di bidang penataan dan
pembinaan SDAB dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan

pada stakeholder telah mencapai cakupan 45%.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mencukupi

merupakan salah satu determinan utama yang menentukan



4)
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kelancaran suatu kegiatan. Tanpa adanya ketersediaan sarana dan
prasarana yang ada maka akan sulit untuk melakukan suatu
kegiatan atau aktivitas secara optimal. Sarana dan prasaran untuk

kebutuhan pertahanan negara terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia
yang dapat digunakan sebagai alat untuk menunjang
kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung
kepentingan nasional, yang terdiri atas sarana prasarana

nasional matra darat, laut, dan udara.

b) Industri Nasional, yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku menjadi barang yang memiliki nilai
tambah (termasuk industri jasa) yang berguna untuk
kepentingan pertahanan negara. Penataan dan pembinaan
sarana dan prasarana telah dilakukan oleh pemerintah daerah

maupun swasta.

Banyaknya potensi yang bisa dan telah dikembangkan pada
aspek sumber daya pertahanan. Proses pencatatan yang baik dan
terekam membuat ruang antara capaian saat ini dan target dapat
tergambar, sehingga arah optimalisasi dapat terlihat. Seluruh sumber
daya pertahanan ini merupakan masukan (input) dalam

mengembangkan potensi pertahanan negara.
Industri dan Teknologi Pertahanan.

Industri serta teknologi pertahanan berperan penting dalam
penyediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
(Alpalhankam). Alpalhankam merupakan segala alat perlengkapan
untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan
ketertiban masyarakat. Sejak tahun 2015 hingga Juli 2019,
Kemenhan RI telah menetapkan 71 Industri Pertahanan baru, baik
BUMN maupun BUMS, sehingga saat ini terdapat 108 Industri

pertahanan yang telah teregistrasi di Kemhan RI. Tonggak baru dari
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layanan pendaftaran industri pertahanan di tahun 2019 adalah
dengan diluncurkannya Sistem Online Pendaftaran Industri
Pertahanan dan Ekspor Impor Alpalhankam yang dapat diakses

melalui perangkat berbasis iOS dan Android.

Dalam mengembangkan industri pertahanan terdapat 7 (tujuh)
program prioritas nasional. Program tersebut adalah Medium Tank,
Kapal Selam, Roket, Jet Tempur, Rudal, Radar, dan Propelan. Pada
tahun 2016, pemerintah melalui Bappenas telah membuat kebijakan
untuk mengembalikan fungsi alokasi anggaran Program
Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan)
sebagai bentuk insentif yang diberikan kepada Industri Pertahanan
untuk dapat mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui
pembuatan First Article (FA).

Permasalahan.

Pembangunan pertahanan negara pada periode pelaksanaan
Renstra 2015-2019 seperti yang telah diuraikan di atas, telah
menunjukkan keberhasilan yang nyata. Seiring dengan dinamika
lingkungan strategis yang terjadi serta upaya kelanjutan pembangunan
pertahanan yang berkesinambungan, terdapat beberapa permasalahan
dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2020-2024 yang
dapat diidentifikasi berikut ini:

1) Perkembangan Lingkungan Strategis.

Perkembangan lingkungan strategis pada prinsipnya terdiri dari
2 (dua) hal mendasar yaitu terkait dengan posisi geografis dimana
dibicarakan persoalan keamanan strategis di sekitar wilayah Rl dan
hal lainnya terkait dengan isu-isu strategis yang berkembang pada
skala global, regional dan nasional. Penjelasan perkembangan
lingkungan strategis ini akan meliputi 3 (tiga) hal besar yaitu pertama
tentang lingkungan keamanan strategis di sekitar Indonesia, kedua

terkait dengan perkembangan isu-isu strategis, ketiga berhubungan
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dengan pemicu (driver) tantangan dan ancaman lima tahun

mendatang yang diperkirakan akan menjadi penyebab dari timbulnya

ancaman, dan terakhir adalah hasil penilaian terhadap ancaman

yang dapat dibagi menjadi ancaman aktual dan ancaman potensial.

a)

b)

Lingkungan Keamanan Strategis di Sekitar Indonesia.

Posisi geografis Indonesia berada dalam ruang strategis
sekaligus dalam ruang kritis. Strategis karena berada pada
persimpangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik,
serta di antara benua Asia dan benua Australia. Ruang kritis,
karena berada pada enam derajat ancaman yaitu posisi yang
terbuka dari 4 (empat) penjuru mata angin ditambah dari posisi
di kedalaman dan ketinggian. Selain itu berada pada posisi
pusat gravitasi pertarungan geopolitik antara dua kekuatan
dominan dunia. Keadaan demikian memberikan implikasi
lingkungan strategis Indonesia semakin kompleks, tidak pasti,
yang berwujud dalam bentuk  ancaman bersifat
multidimensional, multikonsep, baik berupa ancaman militer,

ancaman nonmiliter, maupun hibrida.
Isu-Isu Strategis.

(1) Keamanan Strategis Regional dan Pertarungan

Geopolitik.

Keamanan strategis regional Indo-Pasifik merupakan
wilayah pertarungan dua kekuatan dominan dunia saat ini
yaitu antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat
Tiongkok (RRT). Situasi keamanan strategis wilayah ini
sangat dipengaruhi oleh sifat hubungan antara dua negara
tersebut di masa depan. Di kawasan ini telah terjadi
pertarungan geopolitik seperti ditunjukkan dengan adanya
Belt and Road Initiatives (BRI) yang merupakan inisiatif

RRT melawan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang
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digagas Jepang dan didukung oleh aliansi Barat. Selain itu
juga terdapat the Quad (Quadrilateral security dialogue)
yang terdiri dari AS, Australia, Jepang dan India.
Walaupun demikian, ASEAN juga melakukan pendekatan
damai dalam menyikapi perkembangan strategis di Indo-
Pacific dengan mengeluarkan konsep ASEAN Outlook on
Indo Pacific yang memberikan peluang kerjasama untuk
mencapai kepentingan kesejahteraan dan ekonomi bagi

negara-negara di kawasan.
Separatisme, Terorisme, dan Radikalisme.

Ancaman terbesar dan paling utama adalah
terjadinya disintegrasi nasional karena sifat keragaman
Indonesia yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan
kewaspadaan nasional terhadap disintegrasi horizontal
karena akan mengakibatkan konflik komunal dan
disintegrasi vertikal yang akan berdampak pada
munculnya separatisme baik secara politik ataupun
bersenjata.

Benih-benih terorisme dan radikalisme muncul
terutama setelah kebijakan war on terror hampir 2 (dua)
dekade yang lalu digaungkan AS. Terorisme dan
radikalisme di dunia masih menjadi ancaman terutama
karena pada tahun 2016 ISIS mengalami kekalahan dan
kehancuran cengkraman di sejumlah wilayah di Irak, Libya
dan Suriah, serta kehilangan ribuan pasukannya dari
berbagai negara. Akibatnya, pasca 2016 ISIS yang
melarikan diri ke sejumlah wilayah lain di luar negeri
menjadi foreign terrorist fighter (FTF). Diantaranya ke Asia
Tenggara khususnya di Marawi, Filipina, dan sejumlah
wilayah lainnya di dunia. Kembalinya FTF ke negaranya

masing-masing menjadi perlu diwaspadai karena
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radikalisme yang dibawanya selama menjadi pasukan
ISIS.

Akibat dari hal itu, ada dari mereka tersebut menjadi
termotivasi untuk melakukan single actor terrorism di
negara dimana mereka tinggal yang berakibat pada
jatuhnya korban masyarakat sipil. Untuk mempengaruhi
radikalisme dan terorisme secara meluas dengan biaya
yang murah, penggunaan ruang siber menjadi pilihan
utama, yaitu menggunakan Computer Network Operations
(CNO) dan  “computational  propaganda”  untuk
mempengaruhi publik dengan efek yang tidak pernah
dapat dibayangkan dengan cara operasi psikologikal

masa lalu.
Ancaman Keamanan Transnasional.

Ancaman transnasional global saat ini dapat terdiri
dari terorisme internasional, organisasi kriminal
transnasional, perubahan iklim dan migrasi, termasuk juga
proliferasi senjata nuklir dan kegiatan penyelundupan baik
barang, manusia, termasuk obat-obat terlarang/narkoba.
Karakteristiknya adalah kejadian atau peristiwa di wilayah
lintas batas negara (cross-border) yang dilakukan oleh
aktor bukan negara (seperti teroris), dapat berbentuk
aktivitas (seperti ekonomi global), atau berbentuk suatu

kekuatan (gempa bumi, bakteri, dan lain sebagainya).
Bencana Alam.

Hubungan lingkungan dan keamanan, atau
sebaliknya keamanan dan lingkungan telah menjadi
perhatian fokus internasional. Keamanan lingkungan
merupakan inti dari keamanan nasional, yang meliputi

dinamika dan hubungan antara basis-basis sumber daya
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alam, hubungan sosial negara, dan sebagai pendorong
ekonomi untuk stabilitas lokal dan regional. Sejumlah
kejadian di dunia menunjukkan bahwa isu-isu yang terkait
lingkungan telah menjadi penyebab ketidakstabilan,
konflik dan kekerasan. Apabila sumber daya alam
berkurang, ataupun ketika sumber daya alam berlebih,
keduanya dapat berujung pada konflik karena terjadinya
kompetisi untuk mendapatkan akses dan penguasaan
terhadap sumber daya alam tersebut. Perubahan iklim
berdampak pada kenaikan permukaan air laut akibat
pencairan es di kutub utara ataupun selatan, kejadian-
kejadian cuaca ekstrim serta lainnya berdampak hingga
40 tahun ke depan. Perubahan iklim adalah hal yang pasti
terjadi. Perubahan iklim merupakan ancaman negara dan
kepentingan nasional. Dampaknya bisa berakibat jutaan
orang migrasi ke wilayah aman, baik di dalam negara,
antar negara, bahkan migrasi ke wilayah yang lebih luas
sehingga berdampak konflik di wilayah baru.

Perubahan  iklim  dapat berdampak pada
berkurangnya sumber daya alam seperti air karena
kekeringan, pangan karena musim yang berubah-ubah,
energi fosil yang terkuras, dan lainnya. Keadaan tersebut
akan menjadi pemicu konflik utama di masa depan.
Bahkan kejadian-kejadian perang yang sedang
berlangsung di Timur Tengah dan Afrika, dalam banyak
hal memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan ekstrasi
sumber kekayaaan alam, seperti minyak bumi. Konflik air
oleh beberapa negara di wilayah aliran sungai Nil juga
merupakan bukti potensi konflik yang akan terjadi di masa
depan akibat dari persoalan lingkungan. Keamanan
pangan, energi, dan air, serta sumber daya penting

lainnya menjadi hal yang sangat strategis dalam
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menyikapi  perubahan iklim. Menjaga keamanan
lingkungan perlu dilakukan karena berkaitan erat dengan

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pengendalian Senjata Pemusnah Massal.

Kemudian juga untuk senjata pemusnah massal
seperti teknologi nuklir yang dikembangkan oleh negara-
negara berkemampuan nuklir seperti Korea Utara, China,
India, Pakistan, AS, Rusia. Dalam kaitan senjata
pemusnah massal teknologi terutama berkaitan dengan
peningkatan daya jangkau dari sistem peluncur dan daya
ledak terutama yang dihasilkan dari pengayaan nuklir.
Persoalan kritis terkait dengan senjata pemusnah massal
adalah soal rejim pengendalian senjata (arms-control)
yang saat ini mengalami krisis yang tidak pernah terjadi
sebelumnya. Seandainya perjanjian antara AS dan Rusia
berkenaan dengan Intermediate-Range Nuclear Force
(INF) Treaty dan New START berhenti, maka dunia tidak
memiliki persetujuan pengendalian senjata bilateral antara
dua negara (Rusia dan AS) dengan arsenal nuklir terbesar
di dunia pertama kali sejak tahun 1960. Resiko yang
terjadi dari tidak adanya persetujuan pengendalian senjata
adalah terjadinya perlombaan senjata (arms-race) dengan
dampak yang belum dapat diprediksi dan timbulnya
ketidakstabilan baru yang mengarah pada terjadinya
Perang Dingin baru atau bahkan konflik. Pengendalian
senjata bukan hanya merupakan cara untuk mencegah
terjadinya perang nuklir, tetapi juga sebagai cara untuk
dapat mengelola perlombaan senjata dan kompetisi

sistem-sistem persenjataan baru.
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Revolusi Industri 4.0 dan Peperangan Baru.

Revolusi industri 4.0 juga memberikan dampak
dalam pengembangan dan pembangunan pertahanan.
Ancaman siber adalah setiap kondisi dan situasi serta
kemampuan yang dinilai dapat melakukan tindakan,
gangguan atau serangan yang mampu merusak atau
segala sesuatu yang merugikan sehingga mengancam
kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan
ketersediaan (availability) sistem dan informasi. Ancaman
siber menjadi sebuah ancaman nyata yang masif di dunia
karena karekteristiknya yang murah tetapi memiliki
dampak yang sangat luar biasa. Hal itu karena
pemanfaatan teknologi digital ini sangat banyak. Dari
sekitar 7,676 milyar penduduk dunia, penduduk yang
menggunakan HP sebanyak 5,112 milyar (67%),
pengguna internet sebanyak 4,388 milyar (57%),
selanjutnya untuk pengguna media sosial aktif sebanyak
3,488 milyar (45%), dan sekitar 3,2 milyar pengguna
media sosial dari HP. Dengan fakta-fakta angka sebesar
ini dapat diperkirakan bahwa suatu serangan siber dapat

berdampak sangat luas.
Munculnya Kekuatan Regional Baru.

Selain RRT dan India, sejumlah negara-negara
menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru di kawasan.
Selain dari indikasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai
oleh sejumlah negara dengan baik, dalam hal politik dan
militer telah ada indikasi yang menunjukkan munculnya
kekuatan regional baru. Militer China juga memiliki
kemajuan yang luar biasa dalam teknologi quantum,
pesawat tempur (J-20, J-30), teknologi siber, dan

teknologi senjata moderen lainnya. Sementara itu,
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perselisihan AS dan Turki terkait dengan pembelian Su-35
dan pembekuan sementara program F-35 Turki juga
menunjukkan pengaruh AS yang semakin menurun di
Eropa, sehubungan Turki juga merupakan anggota
tradisional NATO.

Demikian juga dengan kemampuan diplomasi dan
militer Iran di kawasan Timur Tengah cukup membuat
gamang AS dalam mengambil sikap untuk melakukan
pertempuran atau tidak dengan Iran. Iran dalam hal ini
merupakan kompetitor geopolitik dengan Saudi Arabia di
kawasan. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa
tatanan dunia internasional semakin multipolar atau
bahkan menjadi tidak ada kutub, karena sejumlah negara
menjadi kekuatan regional.

Perkembangan Ancaman Nonmiliter.

Saat ini berkembang istilah tindakan Zona abu-abu
(grey zone) ini, disebut juga sebagai aktivitas hibrida. Grey
zone merupakan suatu langkah-langkah yang agresif
namun dirancang untuk tetap di bawah ambang konflik
militer konvensional. Ancaman nonmiltier ini bersifat

“halus” yang dilakukan secara gradual/bertahap.

Pendekatan strategi dengan menggunakan dimensi
nonmiliter ini  merupakan gabungan semua/sejumlah
dimensi dapat meminimalkan keterlibatan internasional,
melokalisasi masalah, dan memastikan hasil yang
kontroversial yang menguntungkan. Kewaspadaan
ancaman nonmiliter ini dapat sangat berkaitan dengan
perang hibrida yaitu penggunaan berbagai instrumen
kekuatan secara sinkron yang disesuaikan dengan
kerentanan spesifik pada seluruh spektrum fungsi sosial

untuk mencapai efek sinergis.
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Permasalahan.

(1)

Keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap
bangsa dan belum optimalnya modernisasi dan integrasi

Sistem Pertahanan Negara.

Memasuki era revolusi industri 4.0, peperangan dan
strategi penguasaan terhadap kepentingan nasional suatu
negara telah beralih dari perang konvensional ke arah
perang asimetrik atau asymmetric warfare. Ancaman
negara abad kini tidak hanya didominasi kekuatan militer
suatu Negara, tetapi juga kekuatan nonstate actors (aktor
non-negara) yang tidak hanya menyerang instansi militer,
namun juga mengancam seluruh aspek kehidupan.
Ancaman nonstate actors yang sering dilakukan berupa

teror, separatis bersenjata, dan dunia maya (cyber crime).

Bentuk ancaman nonkonvensional atau asymmetric
warfare lainnya perusakan lingkungan, pelanggaran HAM,
penyelundupan, pencurian kekayaan laut, atau imigran
gelap. hal ini dapat mengganggu kestabilan keamanan
dan kedaulatan nasional. Maka, UO Kementerian
Pertahanan berperan penting dalam mengembangkan dan
mengelola potensi — potensi pertahanan yang ada, untuk

menghadapi hal tersebut.

Kompleksitas ancaman tersebut kadang kurang
disadari warga negara, seperti adanya perang informasi
yang dirancang sedemikian rupa sehingga tidak sadar
telah merubah bahkan memperlemah karakter bangsa.
Perang informasi dapat diartikan sebagai suatu cara
mempengaruhi dan mendapat keunggulan melalui
penguasaan propaganda, penguasaan terhadap konten
berbasis digital, atau menguasai sistem informasi sampai

dengan jaringan komputer (cyber war). Adanya cyber war
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dapat mengancam keamanan negara, karena potensi
penyebaran informasi yang negatif bagi stabilitas negara

akan meningkat.

Dari kondisi tersebut, saatnya UO Kementerian
Pertahanan membangun sistem pertahanan terintegrasi
yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan
sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara
dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total,
terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan

segenap bangsa dari segala ancaman.

Selain itu, ruang udara Indonesia yang belum dapat
terpantau oleh radar (blank spot) juga masih luas.
Sebagian ruang udara di kawasan Indonesia bagian barat
dan sebagian besar ruang udara di kawasan Indonesia
bagian timur seringkali menjadi perlintasan penerbangan
gelap karena ruang udara tersebut tidak dapat terpantau
oleh radar meskipun telah dibantu oleh radar sipil. Ditinjau
dari sisi kebijakan dan strategi pertahanan menunjukkan
masih belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih
difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi
dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek
penting dalam pertahanan semesta juga belum
didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan

dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial.

Implikasi dari kondisi ini, menjadi beralasan untuk
menempatkan ancaman militer dan non militer yang
berdimensi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi sebagai
ancaman pertahanan yang perlu diperhitungkan di masa-
masa mendatang. Dalam hal ini sistem pertahanan

semesta yang melibatkan seluruh kekuatan nasional
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harus dapat dibangun, pertama, dan terutama untuk
tujuan penangkalan, dan mempersiapkan diri dalam
menghadapi kemungkinan terburuk berupa ancaman

nyata.

Lebih lanjut, sistem pertahanan negara merupakan
rangkaian kebijakan, regulasi, indikasi, dan operasi yang
terus menerus dilakukan, dipahami, dan dikaji yang
dimulai dari persamaan persepsi seluruh komponen
bangsa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada
prinsipnya sistem pertahanan negara yang bersifat
semesta dalam format negara modern dilakukan dengan
merumuskan kebijakan umum pertahanan negara yang
melibatkan kesadaran dan tanggung jawab berbagai pihak
(multi-interseksi). Pembangunan postur pertahanan
negara bukan hanya tanggung jawab UO Kemhan,
melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen
karena paradigma strategi pertahanan negara adalah
pertahanan negara yang multi-interseksi.

Belum optimalnya dukungan industri pertahanan.

Secara umum peran industri pertahanan nasional
relatif masih belum maksimal, yang dicerminkan dari
potensi Industri pertahanan belum sepenuhnya dapat
direalisasikan dan termanfaatkan dalam  sistem
pertahanan negara. Di sisi lain, industri pertahanan
nasional yang saat ini identik dengan inefisiensi, kurang
kompetitif, dan kurang memiliki keunggulan komperatif,
serta tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak,
perlu mentransformasikan perilaku bisnisnya agar mampu
mengemban kepercayaan yang telah diberikan. Berbagai
permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan

ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum solidnya
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payung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan

pengembangan, serta dukungan finansial.

Untuk itu, penyusunan road map industri pertahanan
nasional merupakan tantangan yang harus segera
diselesaikan dalam lima tahun mendatang agar kontribusi
industri pertahanan nasional semakin optimal dalam
pemenuhan Alutsista. Beberapa kebutuhan alutsista TNI
sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan namun,
untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti, pesawat
tempur, kapal perusak, roket, rudal, Unmanned Combat
Aerial Vehicle (UCAV), dan radar masih belum mampu

didukung oleh industri pertahanan.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada
keterlibatan dalam penguasaan teknologi kunci dan/atau
kemampuan integrasi sistem. Hal ini merupakan syarat
agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi
bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya
saing internasional guna menjadi bagian dari global supply

chain.
Tata kelola penyelenggaraan pertahanan negara.

Penyelenggaraan pertahanan negara yang efektif,
efisien, dan akuntabel telah menjadi tuntutan publik. Untuk
dapat mencapai hal tersebut, UO Kementerian
Pertahanan menghadapi persoalan, baik yang berasal dari
lingkungan eksternal maupun internal. Dalam mengatasi
permasalahan, uo Kementeriaan Pertahanan
menyelenggarakan program dan kebijakan Reformasi
Birokrasi di seluruh unit organisasi dari tahun 2010 hingga
saat ini. Adapun pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
seluruh Kementerian dan Lembaga tak terkecuali UO

Kemhan pada Renstra 2020-2024, yang merupakan
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program prioritas seperti tertuang di dalam RPJMN 2020-
2024. Sebagai salah satu unsur pelaksanaan
Pemerintahan, UO Kementerian Pertahanan terus
melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejalan
dengan program reformasi yang dicanangkan Pemerintah.
Reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong UO
Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang
selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat,
menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada
publik.

Selain persoalan di atas tersebut, yang perlu menjadi
perhatian juga muncul dari persoalan reformasi birokrasi.
Permasalahan yang menjadi permasalahan selama 5
(lima) tahun ke depan adalah terkait profesionalitas ASN
yang ditunjukkan dengan belum banyaknya Kementerian
yang menerapkan sistem merit dengan baik. Data dari
KASN menunjukkan dari 34 (tiga puluh empat)
Kementerian, terdapat 6 (enam) Kementerian saja yang
menerpakan merit sistem dengan baik yaitu Kementerian
Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum  dan
Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian BUMN dan Kementerian

Pertanian.

Kemudian Permasalahan lainnya berkaitan dengan
tumpang tindihnya tugas dan fungsi antar lembaga
pemerintah pusat (Kementerian, LPNK, LNS). Hal ini
dikarenakan penataan tugas dan fungsi yang belum
optimal sehingga menimbulkan bias terkait pola koordinasi
antar kementerian/lembaga yang bermuara pada tidak
efektifnya tata kelola pemerintahan. Tidak hanya itu

permasalahan pelayanan publik pun masih dihadapi,
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sampai pada akhir periode pembangunan gelombang ke
tiga (2015-2019), jumlah keluhan masyarakat terhadap

kinerja pelayanan publik masih cukup besar.

Sumber daya nasional dan wilayah yang dapat digunakan
untuk mendukung pertahanan negara belum tertata dan
terbina secara optimal.

Perkembangan situasi di kawasan Asia Pasifik yang
memiliki potensi ancaman. Potensi ancaman ditunjukan
dengan adanya saling klaim wilayah teritorial antar
beberapa negara yang meningkatkan pengerahan
kekuatan militer, disamping itu "Perang Proxy" atau
propaganda dari negara barat dan negara asia (china)
juga semakin gencar. Di sisi lain adanya potensi ancaman
di dalam negeri berupa gerakan separatis juga
mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Sumber daya nasional diantaranya sumber daya
manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
Seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana
nasional memerlukan proses yang dimulai dari penataan,
pembinaan dan penggunaan. Disamping itu, mengacu
kepada kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas
pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya,
maka pembinaan kemampuan komponen pendukung

tidak hanya dilaksanakan secara terpusat.

Peran komponen pendukung merupakan unsur vital
dalam penyelenggaraan pertahanan negara, Oleh karena
itu, kemampuan komponen pendukung harus dibina,
dikelola secara tepat dan profesional termasuk
didalamnya industri nasional yang secara langsung atau

tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan
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kekuatan dan kemampuan komponen utama dan

komponen cadangan.

Belum optimalnya pengembangan professionalisme SDM

pertahanan.

Untuk dapat  mengatasi ancaman-ancaman
ketahanan negara, diperlukan sumber daya manusia yang
memiliki kapasitas tinggi. Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dapat dioptimalisasi dengan melakukan
proses pelatihan dan pengembangan. Perkembangan
teknologi pertahanan dari negara-negara yang ada di
dunia memaksa SDM pertahanan Indonesia untuk dapat
beradaptasi dengan teknologi tesebut. Sehingga untuk
mempertahankan stabilitas pertahanan negara maka SDM
harus dibina dan dikembangkan profesionalismenya

dengan baik.

Belum terintegrasinya pengelolaan media dan informasi

pertahanan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) yang pesat membuat arus informasi menjadi lebih
cepat dan lebih bebas. Ancaman — ancaman kestabilan
negara yang berasal dari jaringan informasi (terutama
jaringan elektronik) dapat berupa penyebaran ideologi
yang bertentangan dengan pancasila, informasi hoax yang
mengganggu kestabilan negara, dan berbagai informasi
negatif lainnya. Sehingga diperlukan adanya mekanisme
sistem pengintegrasian pengelolaan media dan informasi
pertahanan untuk dapat mencegah arus informasi yang

mengancam.
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Regulasi terkait pertahanan yang belum harmonis/selaras.

Regulasi merupakan perangkat aturan yang bersifat
memaksa sehingga akan dipatuhi oleh pihak-pihak dalam
cakupannya. Di Indonesia fenomena regulasi yang tidak
selaras dan tidak harmonis membuat aturan terkadang
saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Hampir
seluruh sektor mengalami fenomena ini sehingga
terkadang terjadi kebingungan pada pihak yang
menjalankan regulasi tersebut, sehingga diperlukan
adanya harmonisasi regulasi sehingga tidak terjadi

tumpang tindih atau tabrakan antar regulasi.
Program dan anggaran belum akuntabel sepenuhnya.

Penyelenggaraan pertahanan negara yang efektif,
efisien, dan akuntabel telah menjadi tuntutan publik. Untuk
dapat mencapai hal tersebut, UO Kementerian
Pertahanan menghadapi persoalan, baik yang berasal dari
lingkungan eksternal maupun internal. Diharapkan melalui
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UO
Kementerian Pertahanan dapat diperoleh akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi
yang optimal. UO Kementerian Pertahanan berkomitmen
agar kualitas Laporan keuangan organisasi tetap
berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian
pula dengan akuntabiltas pengelolaan  kinerja
kementerian/lembaga dengan kategori B (Baik) memberi
celah kepada kementerian untuk terus meningkatkan
kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program
kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong
Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi kementerian

yang selalu memberikan layanan prima kepada
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masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan
transparan kepada publik.

Selanjutnya berkaitan dengan akuntabilitas, data
BPK tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat
permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal,
permasalahan  ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta permasalahan
ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.
Selain itu, diperlukan suatu sistem manajemen kinerja
kelembagaan yang efektif, handal, dan didukung dengan

implementasi sistem integritas.

Permasalahan lain yang masih dihadapai
Kementerian Pertahanan yakni Pendanaan untuk
penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan relatif
masih rendah. Oleh karena itu, tetap sulit bagi Indonesia
untuk mengembangkan teknologi canggih untuk produk
militernya, yang mengakibatkan Indonesia menjadi kurang
kompetitif di pasar global. Ketidakpastian dalam
mendapatkan pesanan dari pasar lokal telah membuat
para pelaku industri enggan untuk berinvestasi besar-
besaran dalam penelitian karena perusahaan harus
menanggung risiko yang terkait dengan kegagalan
penelitian. Hal ini telah menyebabkan masalah dalam
hubungan antara pelaku industri pertahanan dan

pelanggan lokal mereka.
Belum optimalnya pelayanan prima yang diberikan.

Pelayanan prima diperlukan sebagai salah satu
upaya untuk mencapai sistem pertahanan negara yang
baik dan kuat. Pelayanan yang prima meliputi peningkatan
pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggan, serta

layanan pimpinan yang prima. Optimalisasi pelayanan
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yang prima dapat dicapai dengan meningkatkan standar
kearsipan dan administrasi umum ke seluruh satuan kerja
yang berada di bawah UO Kemhan, meningkatkan
pelayanan kerumahtanggan, serta layanan pimpinan yang

prima.

BAB I

TUSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, tugas

dan fungsi UO Kementerian Pertahanan (yang selanjutnya disebut UO Kemhan

dalam dokumen ini) adalah sebagai berikut:

a.

Tugas UO Kemhan.

Tugas UO Kemhan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara.

Fungsi UO Kemhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UO Kemhan menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

1)

2)

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan,

dan kekuatan pertahanan.

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di

Lingkungan UO Kemhan.
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Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab UO Kemhan.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan UO Kemhan.
Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan.

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategi pertahanan.
Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pelaksanaan dukungan yang bersifat substanstif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan UO Kemhan.

Visi dan Misi Kementerian Pertahanan.

Visi dan Misi Kementerian Pertahanan merupakan penjabaran dari visi

dan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan

mempertimbangkan lingkungan strategi baik global, regional dan nasional.

Guna mencapai tujuan pembangunan nasional bidang pertahanan yang

tercantum dalam RPJMN serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, maka dirumuskan

visi dan misi Kementerian Pertahanan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

a. Visi Kementerian Pertahanan.

Adapun makna yang terkandung dalam visi Kementerian Pertahanan

adalah sebagai berikut:

1)

2)

Indonesia Maju: Merupakan sebuah representasi dari Pancasila

sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdaulat: Indonesia sebagai bangsa dan negara berhak

menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi
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diri bangsanya serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar
dan sederajat dengan bangsa lain.

Mandiri: Mampu memenuhi tuntutan pertahanan negara yang
bersumber dari dalam negeri yang disertai dengan kualitas teknologi
yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan
kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Berkepribadian: Jati diri atau identitas yang meletakkan bahwa
Kebhineka Tunggal Ikaan antara suku dan agama dan kepercayaan
diletakkan sebagai watak dasar alamiah pembentuk bangsa.
Dengannya kebhinekaan adalah keniscayaan kekuatan utama untuk

membangun interaksi sosial menuju kewarganegaraan.

Berlandaskan Gotong Royong: Memposisikan pembangunan
pertahanan negara sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang
dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan
langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap

lingkungan organisasi pertahanan negara.

Misi Kementerian Pertahanan.

Misi yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi pertahanan

negara, yaitu:

“Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan
transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang

profesional.”

Visi dan Misi UO Kemhan.

Guna mendukung dan memastikan pencapaian Visi dan Misi Kemhan dan

TNI dalam upaya pertahanan negara serta visi dan misi pembangunan

nasional, UO Kemhan menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan
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sebagai organisasi atau kelembagaan yang bersifat mandiri, dan berwawasan

global untuk meningkatkan sinergitas dan kualitas dalam upaya terwujudnya

pertahanan negara.

Visi, Misi dan Tujuan UO Kemhan diarahkan pada penajaman atas visi

dan misi Kemhan TNI, untuk mendorong terjaganya kedaulan negara, keutuhan

wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman.

Mengacu pada hal tersebut, visi, misi dan tujuan UO Kemhan, yaitu:

a. Visi UO Kemhan.

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut tetap sama dengan yang

terkandung dalam makna visi pada Kemhan dan TNI sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Indonesia Maju: Merupakan sebuah representasi dari Pancasila

sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdaulat: Indonesia sebagai bangsa dan negara Dberhak
menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi
diri bangsanya serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar

dan sederajat dengan bangsa lain.

Mandiri: Mampu memenuhi tuntutan pertahanan negara yang
bersumber dari dalam negeri yang disertai dengan kualitas teknologi
yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu mewujudkan

kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Berkepribadian: Jati diri atau identitas yang meletakkan bahwa
Kebhineka Tunggal Ikaan antara suku dan agama dan kepercayaan

diletakkan sebagai watak dasar alamiah pembentuk bangsa.
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Dengannya kebhinekaan adalah keniscayaan kekuatan utama untuk

membangun interaksi sosial menuju kewarganegaraan.

Berlandaskan Gotong Royong: Memposisikan pembangunan
pertahanan negara sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang
dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan
langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap

lingkungan organisasi pertahanan negara.

Misi UO Kemhan.

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi UO Kemhan yang

berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Berikut merupakan Misi UO Kemhan:

6. Tujuan.

a.

“Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga, dilaksanakan melalui program lanjutan
transformasi sistem pertahanan yang modern dan TNI yang

profesional.”

Tujuan Kemhan dan TNI.

Visi dan misi diatas tersebut dijabarkan kedalam tujuan Kemhan dan TNI

yang akan dicapai dalam lima tahun perencanaan yaitu kurun waktu 2020-
2024 sebagai berikut:

T1:

T2:

T3:

Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta
terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk

ancaman.

Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

(Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk

pertahanan negara.
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T4: Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.
b. Tujuan UO Kemhan.

Tujuan dan sasaran strategis UO Kemhan disusun berdasarkan hasil
identifikasi potensi dan tantangan yang kemungkinan dihadapi pada langkah
sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi UO
Kemhan. Pada tingkat UO Kemhan, dijelaskan bahwa visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis UO Kemhan berada pada tingkatan kinerja yang

menghasilkan dampak (impact).

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran
Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Adapun Tujuan UO Kemhan yaitu sebagai
berikut:

T1l. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan
terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk
ancaman.

T2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

(Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.

T3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk
pertahanan negara.

T4: Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan.

7. Sasaran Strategis.
a. Sasaran Strategis Kementerian Pertahanan.

Dalam penyusunannya, Kementerian Pertahanan menetapkan
sejumlah Sasaran Strategis (SS) untuk mengukur tingkat ketercapaian
tujuan pembangunan pertahanan negara serta menggambarkan kondisi
yang dicapai pada tahun 2024. Kementerian Pertahanan menetapkan juga
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai ukuran keberhasilan

dari Sasaran Strategis, serta menjawab tujuan yang akan dicapai pada
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masa depan (tahun 2024). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian
masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

T1. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta
terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk
ancaman, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai
berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

Kode (SS) Strategis (IKSS)

SS1.1 | Terjaganya kedaulatan | 1. Persentase Percepatan dim

negara di wilayah mewujudkan Air Defence

darat, laut dan udara, Identification Zone ( ADIZ) dan
termasuk di daerah Air Defence Identification System
perbatasan. (ADIS) di seluruh wilayah udara

Indonesia melalui kerja sama dan

koordinasi dengan K/L terkait.

2. Persentase peningkatan sarana
prasarana pengindraan jarak jauh
berbasis satelit menggunakan
radar di wilayah perbatasan darat,
laut, dan pulau-pulau kecil

terluar/terdepan.

3. Persentase peningkatan sarana
prasarana pengindraan jarak jauh
berbasis satelit menggunakan
PTTA/Drone di Wilayah
perbatasan darat, laut, udara dan
pulau pulau kecil terluar/terdepan
untuk mendapatkan data dan
informasi secara real time dan
terkoneksi dengan pusat

pengendali sebagai upaya

peningkatan deteksi dan
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Kode Sasaran Strategis Indikator Kiperja Sasaran
(SS) Strategis (IKSS)
peningkatan dini.

4. Persentase ancaman terhadap
kedaulatan NKRI yang dapat
diatasi.

SS1.2 | Terlindunginya Keberhasilan penanggulangan
keutuhan wilayah dari terhadap upaya-upaya yang
segala bentuk mengancam keutuhan wilayah
ancaman baik dari NKRI.
dalam maupun luar
negeri.

SS1.3 | Terlindunginya Persentase ancaman terhadap
keselamatan segenap keselamatan segenap bangsa
bangsa di seluruh diseluruh wilayah NKRI yang dapat
wilayah NKRI dari diatasi.
segala bentuk
ancaman, baik dari
dalam maupun luar
negeri.

SS1.4 Meningkatnya Persentase keberhasilan diplomasi
hubungan diplomasi pertahanan dalam rangka terjaganya
pertahanan melalui kedaulatan dan keutuhan wilayah
kerja sama bilateral NKRI serta terlindunginya
dan multilateral di keselamatan segenap bangsa.
bidang pertahanan.

T2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
(Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern, ditandai dengan

tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:
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Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran
(SS) Strategis (IKSS)

SS2.1 | Terintegrasinya Tingkat keberhasilan pengelolaan
pertahanan militer dan | Pertahanan Militer dan Pertahanan
nirmiliter dalam sistem | Nirmiliter yang efektif dalam Sistem
pertahanan negara Pertahanan Negara yang bersifat
yang bersifat Semesta. | Semesta.

SS2.2 | Terwujudnya postur 1. Persentase capaian
TNI yang tangguh pembangunan Postur TNI melalui
dalam mengatasi pemenuhan Kekuatan Pokok
ancaman. sehingga terbentuk kekuatan

penangkal yang efektif.

2. Persentase pengembangan
personel TNI menerapkan prinsip
kebijakan Right Sizing dan
Proportional Growth disesuaikan
dengan pengembangan Satuan
TNI.

SS2.3 | Terwujudnya tata kelola | 1. Indeks Reformasi Birokrasi.
sistem pertahanan 2. Opini BPK terhadap LK Kemhan
negara yang baik. dan TNI.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Kemhan dan TNI.

T3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk

pertahanan negara, diukur melalui sasaran strategis dan indikator

kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode

Sasaran Strategis
(SS)

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

SS3.1

Terwujudnya
kesadaran Bela Negara
bagi seluruh warga

negara.

Indeks Bela Negara Skala 1-5.
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Kode (SS) Strategis (IKSS)

SS3.2 | Terwujudnya 1. Persentase sumdanas yang
komponen pendukung dapat ditetapkan menjadi
pertahanan negara komponen pendukung.
yang ditetapkan di 2. Persentase SDA dan SDB yang
seluruh wilayah dapat diberdayakan untuk
Indonesia.

mendukung pertahanan negara.

SS3.3 | Terwujudnya Jumlah komponen cadangan yang
komponen cadangan siap di mobilisasi dan di
pertahanan negara demobilisasi.
yang siap dimobilisasi
dan didemobilisasi

SS3.4 | Terwujudnya industri Persentase pemenuhan Alutsista

pertahanan nasional
yang kuat, mandiri, dan
berdaya saing guna
mendukung kebutuhan

pertahanan negara.

dan Alpalhankam melalui
pemberdayaan industri pertahanan

dalam negeri.

Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan, diukur melalui
sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai

berikut:
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran
(SS) Strategis (IKSS)
SS4.1 | Terwujudnya ruang, 1. Persentase tata ruang wilayah

alat, dan kondisi juang
(RAK Juang) yang
tangguh untuk
mendukung

pertahanan negara.

pertahanan yang sudah
memenuhi syarat Ruang untuk
mendukung pertahanan berupa:
a. RUTR wilayah Darat.

b. RUTR wilayah Laut.

c. RUTR wilayah Udara.
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Kode

Sasaran Strategis
(SS)

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

. Persentase wilayah pertahanan

yang sudah memenuhi syarat
Alat berupa SDA/SDB untuk

mendukung pertahanan.

. Persentase wilayah pertahanan

yang sudah memenuhi syarat
Kondisi Juang untuk mendukung

pertahanan.

SS4.2

Terwujudnya wilayah
pertahanan yang
bertumpu pada pulau-
pulau besar secara
mandiri dan mampu
melaksanakan perang
berlarut.

. Persentase wilayah pertahanan

pada pulau-pulau besar yang
mampu melaksanakan
pertahanan secara mandiri dan

perang berlarut.

. Persentase wilayah pertahanan

pada pulau-pulau besar yang
mampu melaksanakan
pertahanan dalam penyiapan
daerah pertempuran, daerah
komunikasi dan daerah belakang

perang berlarut.

SS4.3

Terwujudnya depo-
depo logistik
pertahanan yang

terdesentralisasi.

. Persentase kesiapan Depo-Depo

Logistik pertahanan TNI AD
dalam rangka pertahanan Pulau-

Pulau Besar.

. Persentase kesiapan Depo-Depo

Logistik pertahanan TNI AL
dalam rangka pertahanan Pulau-

Pulau Besar.

. Persentase kesiapan Depo-Depo

Logistik pertahanan TNI AU

dalam rangka pertahanan Pulau-
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Kode

Sasaran Strategis
(SS)

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

Pulau Besar.

SS4.4

Terwujudnya
penguatan pertahanan
di wilayah-wilayah selat

strategis.

Persentase terbangunnya sistem

petahanan di wilayah Selat strategi.

SS4.5

Terwujudnya sinergitas
penataan wilayah
pertahanan negara.

1. Persentase sinergitas Rencana

Wilayah Selat Strategis dengan
Rencana Zonasi Kawasan Laut
(Rencana Zonasi Kawasan
Strategis Nasional, Rencana
Zonasi Kawasan Strategis
Nasional Tertentu, dan Rencana
Zonasi Kawasan Antarwilayah).

. Persentase sinergitas Rencana

Rinci Wilayah Pertahanan
(RRWP) bagi kepentingan

pertahanan negara.

. Persentase sinergitas Penataan

Kawasan Strategis Nasional
(KSN) bagi kepentingan

pertahanan negara.

b. Sasaran Strategis UO Kemhan.

Sasaran Strategis UO Kemhan merupakan keinginan yang diharapkan
dapat dicapai secara nyata oleh UO Kemhan, adapun sasaran strategis
tersebut sebaiknya mencerminkan hasil (outcome) dari satu atau beberapa
program. Sasaran Strategis tersebut kemudian dilengkapi dengan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis UO Kemhan yang mengindikasikan keberhasilan

pencapaian Sasaran Strategis tersebut.




41

Guna memastikan keselarasan antara sasaran strategis Kemhan dan TNI
dengan sasaran strategis UO Kemhan, berikut ini merupakan pemetaan antara

Sasaran Strategis Kemhan TNI dengan Sasaran Strategis UO Kemhan:

trategis K h .

Kode Sasaran S r_e;l\igls emhan Kode Sasaran Strategis UO Kemhan

SS.1.1 | Terjaganya kedaulatan
negara di wilayah darat, laut
dan udara, termasuk di
daerah perbatasan.

SS.1.2 | Terlindunginya keutuhan
wilayah dari segala bentuk
ancaman baik dari dalam
maupun luar negeri.

SS.1.3 | Terlindunginya keselamatan SS.1 | Terlindunginya keselamatan
segenap bangsa di seluruh segenap bangsa di seluruh wilayah
wilayah NKRI dari segala NKRI dari segala bentuk ancaman,
bentuk ancaman, baik dari baik dari dalam maupun luar
dalam maupun luar negeri. negeri.

SS.1.4 | Meningkatnya hubungan
diplomasi pertahanan melalui
kerja sama bilateral dan
multilateral di bidang
pertahanan.

SS.2.1 | Terintegrasinya pertahanan SS.2 | Terintegrasinya Pertahanan Militer
militer dan nirmiliter dalam dan Nirmiliter dalam Sistem
sistem pertahanan negara Pertahanan Negara yang bersifat
yang bersifat Semesta Semesta.

SS2.2 | Terwujudnya postur TNI SS.3 | Terwujudnya postur TNI yang
yang tangguh dalam tangguh dalam mengatasi
mengatasi ancaman. ancaman.

SS2.3 | Terwujudnya tata kelola SS.4 | Terwujudnya tata kelola sistem
sistem pertahanan negara pertahanan negara yang baik.
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Kode

Sasaran Strategis Kemhan
TNI

Kode

Sasaran Strategis UO Kemhan

yang baik.

SS3.1

Terwujudnya kesadaran Bela
Negara bagi seluruh warga

negara.

SS3.2

Terwujudnya komponen
pendukung pertahanan
negara yang ditetapkan di

seluruh wilayah Indonesia.

SS.5

Terwujudnya komponen
pendukung pertahanan negara
yang ditetapkan di seluruh wilayah

Indonesia.

SS3.3

Terwujudnya komponen
cadangan pertahanan
negara yang siap
dimobilisasi dan
didemobilisasi.

SS3.4

Terwujudnya industri
pertahanan nasional yang
kuat, mandiri, dan berdaya
saing guna mendukung
kebutuhan pertahanan

negara.

SS.6

Terwujudnya industri pertahanan
nasional yang kuat, mandiri, dan
berdaya saing guna mendukung

kebutuhan pertahanan negara.

SS4.1

Terwujudnya ruang, alat, dan
kondisi juang (RAK Juang)
yang tangguh untuk
mendukung pertahanan

negara.

SS4.2

Terwujudnya wilayah
pertahanan yang bertumpu
pada pulau-pulau besar
secara mandiri dan mampu
melaksanakan perang

berlarut.
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Sasaran Strategis Kemhan

Kode NI

Kode Sasaran Strategis UO Kemhan

SS4.3 | Terwujudnya depo-depo
logistik pertahanan yang

terdesentralisasi.

SS4.4 | Terwujudnya penguatan
pertahanan di wilayah-

wilayah selat strategis

SS4.5 | Terwujudnya sinergitas SS.7 | Terwujudnya sinergitas penataan

penataan wilayah wilayah pertahanan negara.

pertahanan negara.

Sedangkan keterkaitan antara Tujuan UO Kemhan dengan Sasaran Strategis

UO Kemhan adalah sebagai berikut:

T1l:. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya
keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, diukur melalui

sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode | Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja

SS.1 | Terlindunginya keselamatan | Persentase kebijakan di bidang

segenap bangsa di seluruh strategi pertahanan yang

wilayah NKRI dari segala ditindaklanjuti Kemhan, TNI dan K/L
bentuk ancaman, baik dari lainnya untuk mendukung kepentingan
dalam maupun luar negeri. pertahanan negara.

T2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang
terintegrasi dan modern, diukur melalui sasaran strategis dan indikator

kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Kode | Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja

SS.2 | Terintegrasinya Pertahanan Tingkat keberhasilan sistem
Militer dan Nirmiliter dalam pertahanan negara yang telah
Sistem Pertahanan Negara terintegrasi oleh Kemhan dan TNI
yang bersifat Semesta. dengan Kementerian Lembaga,

Pemerintah Daerah.
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Kode | Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja

SS.3 | Terwujudnya postur TNI yang | Persentase capaian MEF dalam

tangguh dalam mengatasi mengatasi dua wilayah trouble spot
ancaman. secara bersamaan dan satu cadangan.
SS.4 | Terwujudnya tata kelola Indeks Reformasi Birokrasi.

sistem pertahanan negara Opini BPK terhadap LK Kemhan dan

yang baik. TN

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemhan
dan TNI.

T3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk
pertahanan negara, diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut:

Kode | Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja

SS.5 | Terwujudnya komponen Indeks Belanegara.

pendukung pertahanan
. . Persentase potensi sumber daya nasional
negara yang ditetapkan di

) . yang dapat digunakan menjadi kekuatan
seluruh wilayah Indonesia.
pertahanan negara.

Persentase potensi Sumber Daya
Manusia (SDM), SDAB dan sarpras

Pendukung Pertahanan yang telah tertata

dan terbina.
SS.6 | Terwujudnya industri Persentase pemenuhan alutsista dan
pertahanan nasional yang alpalhankam melalui pemberdayaan
kuat, mandiri, dan berdaya industri pertahanan dalam negeri.

saing guna mendukung
kebutuhan pertahanan

negara.
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T4: Terselenggaranya Pengelolaan Wilayah pertahanan.

Kode | Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja
SS.7 | Terwujudnya sinergitas Persentase wilayah pertahanan
penataan wilayah (RWP) dan (RRWP) yang tertata
pertahanan negara. dan terbina.
BAB Il
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertahanan.

Sesuai Permen PPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, arah kebijakan adalah
sebuah pendekatan yang disusun untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu
(jangka menengah), serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian
sasaran nasional serta Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.

Selain untuk menjawab isu strategis yang sedang dihadapi di bidang
pertahanan, arah kebijakan dan strategi UO Kemhan disusun dengan
memperhatikan arah kebijakan nasional tentang pertahanan negara. Arah
kebijakan nasional termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Dalam lima tahun mendatang, Kemhan dan TNI berkewajiban mendukung
pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah memuat visi dan misi
pembangunan dan selaras dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional
dibidang pertahanan. Untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang
dituangkan kedalam RPJMN tahun 2020-2024, Kemhan dan TNI harus
menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pertahanan negara

dalam pemerintahan agar sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat
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tercapai. sasaran pembangunan yang telah ditetapkan mencakup keseluruhan
program dan kegiatan prioritas nasional dan sasaran pembangunan Kemhan
dan TNI. Adapun prioritas nasional bidang pertahanan negara tahun 2020-2024
adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Postur TNI.

b. Pembangunan pertahanan dan intelijen siber.

c. Pemberdayaan industri pertahanan.

d. Pembangunan karakter bangsa.

e. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme.

f. Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi dan sinergis.

g. Pembagunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/
Terdepan (PPKT).

h.  Peningkatan kerjasama internasional.

I Pembangunan kelembagaan.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertahanan negara Tahun
2020- 2024, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan adalah sebagai
berikut:

a. Pembangunan Postur TNI.

1) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan

Postur TNI ditempuh dengan:

a) Melanjutkan pemenuhan Alutsista MEF IlI.

b) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.

c) Pembangunan sarana-prasarana pertahanan.

d) Meningkatkan kontribusi industri pertahanan.

e) Meningkatkan kesiapan operasional Alutsista TNI dalam

melaksanakan tugas-tugas baik OMP maupun OMSP.
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Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan Postur
TNI adalah:

a)

b)

Rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, pengadaan, dan
penghapusan dengan pemenuhan terhadap aspek utama yang
meliputi: Alutsista, pemeliharaan dan perawatan (harwat),
organisasi, sarana prasarana, dan pemenuhan terhadap aspek
pendukung meliputi: industri pertahanan, profesionalisme

prajurit, dan kesejahteraan.

Pengembangan personel TNI (prajurit TNI dan ASN)
menggunakan prinsip kebijakan right sizing dan proporsional

growth disesuaikan dengan pengembangan organisasi TNI.

b. Pembangunan Pertahanan dan Intelijen Siber.

1)

2)

Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan

pertahanan dan intelijen siber di tempuh dengan:

a)

b)

Pembangunan sistem siber yang mampu melindungi dan
mengamankan Infrastruktur Kritis TNI.
Pembangunan sistem siber yang mampu melakukan perang

siber.

Strategi kebijakan untuk mencapai pembangunan Pertahanan dan

intelijen siber adalah:

a)

b)

Pengembangan sistem sensor pemantauan serangan siber
yang terintegrasi untuk dapat mengenali berbagai macam
bentuk serangan yang digelar pada seluruh satker TNI.

Mendorong di bentuknya satuan siber di UO TNI AL dan UO
TNI AU.

Mendorong di bentuknya Computer Security Insiden Respond
Team (CSIRT) pada seluruh Satker TNI guna penanganan

insiden dan dampak dari serangan siber.
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Meningkatkan kerjasama dengan instansi/unit/pihak lain terkait
bidang siber dalam peyelenggaraan penanganan insiden siber.

Mengembangkan kapabilitas teknologi dan kemampuan siber
yang mampu melakukan perang siber dengan melakukan
operasi penangkalan, operasi siber khusus dan operasi
dukungan pada operasi intelijen.

c. Pemberdayaan Industri Pertahanan.

1) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Pemberdayaan

Industri Pertahanan ditempuh dengan:

a)

b)

d)

Mengimplementasikan dan mendorong K/L terkait untuk
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,
khususnya berkaitan dengan kewajiban untuk menggunakan
produk industri pertahanan dalam negeri apabila industri dalam

negeri telah mampu memproduksi.

Mendorong industri nasional dalam pembangunan struktur
industri pertahanan yaitu industri alat utama, industri komponen
utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau

pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.

Mendorong industri pertahanan dalam melaksanakan kerja
sama dengan industri pertahanan luar negeri dalam rangka
mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui alih
teknologidan alih pengetahuan alat peralatan pertahanan dari
luar negeri melalui kerja sama penelitian dan pengembangan,

serta kerja sama produksi.

Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapabilitas industri
pertahanan dengan cara mewajibkan setiap pengadaan alat
peralatan pertahanan dari luar negeri disertai dengan imbal

dagang, kandungan lokal dan/atau offset.
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Mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan,
perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan
evaluasi dalam rangka pembinaan industri pertahanan
dilaksanakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan
(KKIP).

Mendorong pelaksanaan promosi dalam negeri maupun luar
negeri, dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui

penyelenggaraan pameran industri pertahanan.

2) Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran Pemberdayaan Industri

Pertahanan adalah:

a)

b)

Melakukan kerja sama dengan industri luar negeri dalam

penyediaan Alutsista.

Melakukan kerjasama melalui: pendidikan, pelatihan, alih
teknologi, penelitan dan pengembangan, perekayasaan,

produksi, pemasaran, serta pembiayaan.

Memberikan kesempatan industri pertahanan dalam negeri

untuk memaksimalkan produksi Alutsista terbaik.

d. Pembangunan Karakter Bangsa.

1) Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan

karakter bangsa ditempuh dengan:

a)

b)

Memperkuat penyelenggaraan Program Pembinaan Kesadaran
Bela Negara (PKBN), meliputi bidang perencanaan, program

kegiatan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan.

Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun
pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan pembinaan

kesadaran bela negara.
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c) Membantu K/L terkait dalam pengembangan pendidikan
kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam

pembentukan karakter bangsa.

d) Mendorong K/L terkait dalam upaya perbaikan regulasi,
perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum,
dan ekonomi sebagai salah satu yang mendorong terjadinya
perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada

hakikatnya mendasari proses pembangunan karakter bangsa.

Strategi kebijakan dalam rangka karekter pembangunan bangsa
ditempuh dengan Pembinaan kesadaran dan kemampuan bela

negara bagi setiap warga negara Indonesia melalui:

a) Pendidikan kewarganegaraan.

b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

c) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara
sukarela atau secara wajib.

d) Pengabdian sesuai dengan profesi.

c. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme.

1)

2)

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan
kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme ditempuh

dengan:

a) Meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit.
b) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan latihan

prajurit TNI.

Strategi  kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan

kesejahteraan prajurit dan pemeliharaan profesionalisme adalah:

a) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.
b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan

prajurit.
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d. Pembangunan pertahanan negara yang terintegrasi, dan sinergis.

1)

2)

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan

pertahanan negara yang terintegrasi, modern dan sinergis ditempuh

dengan:

a)

b)

Mengembangkan teknologi sistem pertahanan secara
terintegrasi melalui pembangunan Network Centric Warfare
(NCW) guna pencapaian kesatuan komando (Unity of
Command) dalam pencapaian keputusan.

Mengoptimalkan pembangunan Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan TNI Terintegrasi
(STT).

Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI

dengan program pemerintah.

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan pertahanan negara

yang terintegrasi, modern dan sinergis adalah:

a)

Strategi pengembangan teknologi sistem pertahanan secara
terintegrasi melalui pembangunan Network Centric Warfare
(NCW) melalui:

(1) Revitalisasi Puskodalops TNI dengan konsep NCW pada
tahap core (tahap awal) melalui pembangunan
infrastruktur antara lain pengembangan infrastruktur
Pusdalops TNI, Satelit HUB/fiber optic/broadband
terrestrial, dan mirroring sistem/hot backup redundancy
serta mengembangkan sistem dengan kemampuan
akuisisi data dan koneksi ke/dari Pusdalpos-Puskodal
Angkatan, pembangunan sub sistem atau interface Posko

Kotama, dan network management.

(2) Perwujudan integrasi Alutsista TNl yang baru dalam

bidang komunikasi dan elektronika secara integratif.
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(3) Penguatan backbone komunikasi prioritas di daerah-
daerah  operasi rutin  (pengamanan perbatasan,
pengamanan daerah rawan, pengamanan komputer)
memanfaatkan Palapa Ring, Vsat Kominfo, dan Terestrial

pita lebar.

(4) Penguatan dan perwujudan integrasi sensor dari pulau
terluar/terdepan (Natuna, Saumlaki, Biak, Morotai dan
Merauke) ke Puskodalops TNI serta pembangunan dan
optimalisasi Coastal Defense dan Coastal Surveillance

System di corong-corong strategis.

(5) Pembentukan Pusat Informasi Maritim TNI (Pusinfomar)
sebagai sarana sinergitas dalam mendukung pelaksanaan
tugas TNI dengan pemangku kepentingan terkait seperti
Bakamla, Bea Cukai, KKKP, Perhubungan laut dan

lembaga terkait lainnya.

Strategi optimalisasi pembangunan serta kapabilitas Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan TNI (Kogabwilhan) dan Satuan
TNI Terintegrasi (STT) melalui:

(1) Melaksanakan lanjutan pembangunan Satuan TNI
Terintegrasi di Morotai, dan Biak.

(2) Melanjutkan Pembangunan Sarana prasarana
Makogabwilhan | di Tanjung Pinang, Makogabwilhan 1 di
Balikpapan, dan Makogabwilhan 111 di Yapen, Waropen.

Mewujudkan sinkronisasi pembangunan gelar kekuatan TNI
dengan program pemerintah. Pembangunan gelar kekuatan
TNI yang mendukung dan sinergis dengan pengembangan

wilayah strategis nasional.

Meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam pengawakan
Alutsista TNI yang menerapkan teknologi mutakhir dan mampu
beroperasi secara interoperability.
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(1) Pengembangan pendidikan dan latihan pengawakan
alutsista mutakhir yang beroperasi secara interoperability.

(2) Pengembangan konsep interoperability secara mulai dari

level strategis sampai dengan taktis operasionalnya.

e. Pembangunan wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/
Terdepan (PPKT).

1)

2)

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan

Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT)

ditempuh dengan:

a)

b)

d)

Mengoptimalkan  pengintegrasian  peran  dan  fungsi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan

memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Memperkuat kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan Pulau-
Pulau Kecil Terluar/Terdepan, termasuk peningkatan gelar
kekuatan TNI di pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang bersifat

strategis.

Meningkatkan kinerja pertahanan dan keamanan secara
terpadu di wilayah perbatasan; Mewujudkan pembangunan
pangkalan-pangkalan militer baru yang dilengkapi dengan
fasilitas guna meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit yang

bertugas.

Mengoptimalkan upaya diplomasi secara bilateral dan/atau
multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah

perbatasan secara damai.

Strategi untuk mencapai sasaran pembagunan wilayah perbatasan

dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) adalah:

a)

Menindaklanjuti pembangunan sabuk pengaman di kawasan

perbatasan darat Kalimantan sesuai dengan Peraturan
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Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KI/L,
khususnya BNPP dan Pemda dalam pengelolaan daerah
prioritas pertahanan di seluruh kawasan perbatasan darat,
khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua

berbasis tata ruang.

Mengoptimalkan pembangunan kekuatan TNI di kawasan
pulau-pulau strategis terluar/terdepan, terdiri dari: Natuna,
Yamdena/Selaru, Merauke, Morotai dan Biak. Pembangunan
diarahkan pada terciptanya kekuatan TNI secara terpadu, baik
TNl AD, TNI AL, dan TNI AU. Disamping itu tetap
meningkatkan upaya pengawasan, penjagaan, dan penegakan
hukum serta pemberdayaan di kawasan tersebut.

Membangun sarana dan prasarana berupa fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas pendidikan pada pangkalan-
pangakan militer yang ada dan yang akan dibangun guna
meningkatkan kesejahteraan prajurit yang bertugas.

Membangun sarana dan prasarana berupa wahana monitoring
dan penginderaan jarak jauh berbasis satelit di wilayah
perbatasan dengan menggunakan Radar dan PTTA/drone
untuk mendapatkan data dan informasi secara real time serta
terkoneksi dengan pusat pengendali sebagai upaya

peningkatan deteksi dini dan peringatan dini.

Meningkatkan kerja sama dengan K/L terkait dan Pemda guna
memperkuat peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa
(TMMD) dalam membantu percepatan pembangunan fisik dan

non fisik secara sistematik, berlanjut, dan terpadu.

Mendukung penguatan fungsi dan kewenangan Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai pemegang

otoritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan
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kawasan perbatasan, dan tim koordinasi pengelolaan PPKT
yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan sebagai pemegang otoritas pengelolaan
PPKT agar mampu mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan
mensinergikan program pembangunan yang dilakukan oleh K/L
terkait dan Pemda dengan mengacu pada rencana induk

pengelolaan perbatasan negara.

Mendukung K/L terkait dalam peningkatan perundingan
perbatasan dan diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral
secara damai mengenai batas wilayah negara untuk
mempercepat penyelesaian perbatasan dengan negara

tetangga.

f. Peningkatan Kerjasama Internasional.

1)

2)

Arah kebijakaan dalam rangka mencapai sasaran peningkatan

kerjasama internasional ditempuh dengan:

a)

b)

Peningkatan kerjasama dengan negara-negara di kawasan
Indo-Pasifik dan Pasifik Selatan.

Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan K/L terkait
dalam diplomasi pertahanan.

Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di

berbagai kawasan.

Strategi kebijakan untuk mencapai sasaran peningkatan kerjasama

internasional adalah:

a)

Melaksanakan dialog strategis pertahanan dan keamanan,
membangun kemitraan strategis dengan negara-negara
sahabat untuk menciptakan rasa saling percaya, mencari solusi
damai bagi penanganan isu-isu keamanan yang menjadi

perhatian bersama.
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Mengatasi isu-isu keamanan bersama dengan saling
berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik, dan mengatasi
ancaman aktual yang menjadi kepentingan bersama termasuk

mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan negara.

Peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian di
berbagai kawasan dan tetap mempertahankan 10 besar negara

pengirim PMPP.

g. Pembangunan Kelembagaan.

1)

2)

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan

kelembagaan ditempuh dengan:

a)

f)

g)
h)

Pembangunan dan penataan sistem pertahanan sistem
pertahanan militer terpadu di wilayah Kalimantan Timur sebagai

lokasi pemindahan ibukota baru.
Mendorong terbentuknya komponen cadangan.
Mendorong terbentuknya komponen pendukung.

Penataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain kekuatan

bangsa dalam rangka terwujudnya pertahanan nirmiliter.

Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah
guna membangun sumber daya nasional secara lebih

komprehensif.

Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri.
Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional.
Penguatan kapasitas lembaga intelijen.

Pembentukan lembaga lainnya yang terkait.

Strategi  kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan

kelembagaan adalah:
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Pembangunan dan penataan sistem pertahanan militer terpadu
diselenggarakan melalui:

(1) Mengoptimalkan pembangunan Kogabwilhan, Koopsus
dan Satuan TNI Terintegrasi (STT).

(2) Merencanakan dan menata satuan-satuan TNI guna
meningkatkan dan memperkuat pertahanan ibukota.

(3) Merencanakan strategi dan postur pertahanan yang tepat
dihadapkan pada kondisi geografis wilayah Kalimantan

Timur serta kemungkinan ancaman yang akan dihadapi.

Mendorong terbentuknya komponen cadangan,

diselenggarakan melalui:

(1) Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai
penjabaran dari Undang-Undang PSDN vyang telah
disahkan.

(2) Melaksanakan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar
kemiliteran, dan penetapan dalam pembentukan

komponen cadangan.

Mendorong terbentuknya komponen pendukung,
diselenggarakan melalui:

(1) Menyusun peraturan perundang-undangan sebagai
penjabaran dari Undang-Undang PSDN yang telah

disahkan.

(2) Melaksanakan pendataan, pemilahan, pemilihan, dan

verifikasi terhadap komponen komponen pendukung.

Penataan dan penguatan unsur utama dan dan unsur lain
kekuatan bangsa dalam rangka terwujudnya pertahanan
nirmiliter yang mampu menghadapi ancaman nonmiliter,

diselenggarakan melalui:
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(1) Merumuskan peraturan perungan-undangan terkait
pelibatan TNI dalam pertahanan nirmiliter.

(2) Mendorong K/L dalam merumuskan kebijakan/aturan

terkait penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.

Penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di daerah
guna membangun sumber daya nasional secara lebih
komprehensif  untuk kepentingan pertahanan negara,

diselenggarakan melalui:

(1) Penataan koordinasi melalui perwakilan Kementerian
Pertahanan di daerah. Hal tersebut ditujukan untuk
menjembatani kepentingan aspek pertahanan militer dan
pertahanan nirmiliter di daerah, sehingga terdapat
keterpaduan langkah dan gerak dalam mengantisipasi,
mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk

ancaman.

(2) Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemda
melalui optimalisasi perwakilan Kementerian Pertahanan

di daerah.

Optimalisasi fungsi atase pertahanan pada perwakilan republik
Indonesia di luar negeri yang mampu menjalankan diplomasi
pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi,

diselenggarakan melalui:

(1) Optimalisasi peran dan fungsi atase pertahanan dalam
mencapai tujuan diplomasi pertahanan guna mencapai
kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional
di bidang pertahanan, dan dalam rangka berkontribusi
bagi terciptanya stabilitas keamanan regional maupun

global.

(2) Penguatan koordinasi antara Kemhan dan TNI dalam

rekrutmen, pengawasan dan pembinaan administrasi,
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personel, operasi, materiil dan anggaran atase pertahanan
yang dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Mendorong pembentukan dewan keamanan nasional sehingga
mampu  mengintegrasikan dan tercapainya koherensi
kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan
secara komprehensif.

Penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan

negara, diselenggarakan melalui:

(1) Peningkatan fungsi penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan melalui peningkatan kapasitas dan

kapabilitas deteksi dini, cegah dini, dan tangkal dini.

(2) Peningkatan tata kelola, koordinasi, dan pertukaran
informasi sehingga tercipta inter operabilitas antar institusi
intelijen baik militer maupun nirmiliter di pusat maupun

daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara.

(3) Peningkatan kapabilitas pengumpulan informasi intelijen
melalui intelijen manusia ataupun intelijen tehnik yang
bersumber dari alat peralatan intelijen terestrial,
hidrospasial, aero/geospasial, termasuk juga intelijen

siber.

(4) Peningkatan analisa intelijen, diantaranya adalah analisa
hubungan (link analysis), analisa kecenderungan (trend
analysis), analisa bentuk atau pola (pattern analysis),
analisis antisipasi (anticipatory analysis), analisis teknis
(technical analysis), analisis anomali (anomaly analysis),
analisis budaya (cultural analysis), analisis semiotika
(semiotics analysis), ataupun analisis lain yang relevan
dalam suatu metodologi riset, guna mendapatkan

informasi intelijen yang akurat.
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(5) Peningkatan modernisasi dan infrastruktur alat penunjang
kerja dan material khusus intelijen yang sesuai dengan

perkembangan teknologi.

(6) Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia
(SDM) melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan
bidang intelijen dilakukan baik di dalam maupun luar

negeri.
i) Pembentukan kelembagaan.

Pembentukan lembaga lainnya yang dibutuhkan untuk
pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pembentukan
lembaga tersebut disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang
telah ada yang ditujukan untuk mencapai efektivitas, efisiensi,
dan responsibilitas institusional dalam rangka menghadapi
berbagai kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada
stabilitas nasional. Salah satu potensi diantaranya adalah
penguatan satuan berkemampuan Kimia Biologi Radio aktif
Nuklir Elektromagnetik (KBRNE) dan perencanaan untuk mulai
memperkuat kemampuan KBRNE pada semua matra darat,
laut, dan udara, yang bekerjasama dengan pemangku
kepentingan terkait yang berkemampuan KBRNE seperti
BATAN, BAPETEN, Lembaga Pasteurisasi, serta lembaga riset
terkait lainnya. Potensi lain adalah berkenaan dengan

antariksa.
Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan.

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi UO Kemhan tahun 2020-2024 yang
disusun dengan mengacu pada RPJM Nasional 2020-2024, Kebijakan Umum
Pertahanan Negara 2020-2024 dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan
Negara 2020-2024. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan

tujuan strategis UO Kemhan Tahun 2020-2024, dibutuhkan sasaran strategis di
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bidang pertahanan dengan arah kebijakan dan strategi yang tepat sebagai

berikut:

Tujuan 1. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan

terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

a. Sasaran strategis “Terlindunginya keselamatan segenap bangsa di

seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam

maupun luar negeri’”.

1)

2)

Arah  Kebijakan dalam mencapai sasaran Terlindunginya
keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala
bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, ditempuh

dengan:
Penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum

pertahanan negara yang ditetapkan Presiden.

Strategi yang dilakukan dalam mencapai terlindunginya keselamatan
segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI dari segala bentuk

ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah:

Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

Tujuan 2: Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat

Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.

b. Sasaran strategis “Terintegrasinya Pertahanan Militer dan Nirmiliter dalam

Sistem Pertahanan Negara yang bersifat Semesta”.

1)

Arah Kebijakan dalam mencapai terintegrasinya pertahanan militer
dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat

Semesta, ditempuh dengan:

Peningkatan interoperabilitas operasi antaran pertahanan militer dan

pertahanan nirmiliter dalam rangka Sishankamrata.
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Strategi yang dilakukan dalam mencapai terintegrasinya pertahanan
militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat

Semesta, adalah:

a) Membangun sistem pertahanan negara yang telah terintegrasi
oleh Kemhan dan TNI dengan Kementerian/ Lembaga,
Pemerintah Daerah dan LPNK.

b) Membangun jaringan sistem Trimatra terpadu (tiga matra
secara terpusat)/network centric warfare (NCW) dalam rangka
meningkatkan interoperabilitas operasi antara kekuatan darat,
laut, udara, serta antariksa dan siber.

c) Membangun sarana dan prasarana yang mondern kuat dan

terintegrasi.

c. Sasaran strategis “Terwujudnya postur TNI yang tangguh dalam

mengatasi ancaman”.

1)

2)

Arah Kebijakan dalam mencapai terwujudnya postur TNI yang

tangguh dalam mengatasi ancaman, ditempuh dengan:

Percepatan pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia
sehingga terbentuk kekuatan penangkal efektif yang memiliki daya
pukul yang dahsyat dan mobilitas yang tinggi serta dapat
diproyeksikan di dalam dan di luar wilayah yurisdiksi Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Strategi yang dilakukan dalam mencapai terwujudnya postur TNI

yang tangguh dalam mengatasi ancaman, adalah:

Meningkatkan capaian MEF dalam memperkuat sistem pertahanan

negara.

d. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola sistem pertahanan negara

yang baik”.
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Penyiapan anggaran untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi
pembangunan UO Kemhan vyang akan dilakukan vyaitu:
Melaksanakan pengelolaan program dan anggaran Kemhan dan TNI

secara efektif dan efisien.

Penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Untuk mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strateqi
pembangunan UO Kemhan yang akan dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal.

b) Meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penguatan kelembagaan pertahanan melalui sistem tata kelola yang
akuntabel.

Untuk mewujudkan pencapaian arah bijak tersebut, maka strategi
pembangunan UO Kemhan vyang akan dilakukan vyaitu:
Mengembangkan tata kelola UO Kemhan yang baik dengan

mengedepankan reformasi birokrasi secara tepat.

Tujuan 3: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk

pertahanan negara.

e.

Sasaran strategis “Terwujudnya komponen pendukung pertahanan negara

yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia”.

1)

2)

Arah Kebijakan dalam mencapai terwujudnya komponen pendukung
pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia,
ditempuh dengan:

Penyiapan sumber daya nasional untuk kekuatan pertahanan

negara.

Strategi yang dilakukan dalam mencapai terwujudnya komponen
pendukung pertahanan negara yang ditetapkan di seluruh wilayah

Indonesia, adalah:



64

a) Membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif.

b) Membangun kekuatan komponen utama, sebagai satu
kesatuan utuh dari kekuatan darat, laut, dan udara yang

terintegrasi di seluruh wilayah RI.

f. Sasaran strategis “Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat

dan mandiri”.

1)

2)

Arah Kebijakan dalam mencapai sasaran terwujudnya industri
pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing guna

mendukung kebutuhan pertahanan negara, ditempuh dengan:

Percepatan pembangunan teknologi dan industri pertahanan

nasional secara mandiri.

Strategi yang dilakukan dalam mencapai sasaran terwujudnya
industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya saing
guna mendukung kebutuhan pertahanan negara, adalah:

a) Meningkatkan pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri
untuk memenuhi secara mandiri kebutuhan alutsista.

b) Meningkatkan produktifitas industri pertahanan dalam negeri.

c) Menjamin mutu sarana dan prasarana pertahanan.

d) Adopsi dan adaptasi teknologi baru melalui penelitian dan

pengembangan.

Tujuan 4: Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

g. Terwujudnya sinergitas penataan wilayah pertahanan negara.

1)

Arah Kebijakan dalam mencapai sasaran terwujudnya penguatan

pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis, ditempuh dengan:

a) Pertahanan dengan penataan tata ruang wilayah provinsi dan

Kabupaten/Kota.

b) Optimalisasi penyelesaian masalah perbatasan negara.
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2) Strategi yang dilakukan dalam mencapai sasaran terwujudnya

penguatan pertahanan di wilayah-wilayah selat strategis, adalah:

Mewujudkan sinkronisasi penataan ruang wilayah Pertahanan
berupa: Ruang Wilayah Pertahanan (RWP), Rencana Rinci Wilayah

Pertahanan (RRWP), dan Kawasan Strategis Nasional.

Kerangka Regulasi.

UO Kemhan dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan
pedoman maupun aturan yang mengikat secara internal, dan eksternal.
Kerangka regulasi UO Kemhan disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari
arah kebijakan Kementerian Pertahanan itu sendiri. Kerangka regulasi ini
disusun untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan pertahanan,
serta sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting,
mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran
pembangunan pertahanan. Kerangka regulasi UO Kemhan ini dibuat untuk
mendukung seluruh rencana penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang
kuat dan handal dalam lima tahun perencanaan ini yaitu dalam kurun waktu

2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra UO Kemhan 2020-2024 memuat
rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Permenhan yang dinilai perlu
dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas dilingkungan UO
Kemhan dan juga rencana penghapusan Permenhan yang dinilai sudah tidak
valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun perencanaan kedepan
menggunakan pendekatan omnibus law yaitu strategi penataan regulasi dapat
berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang
saling tumpang tindih. Kerangka regulasi UO Kemhan berserta urgensi

pembentukannya adalah sebagai berikut:

a. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

tentang Tentara Nasional Indonesia.
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Urgensi pembentukan:

1)

2)

Dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju baik
internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah
tidak sesuai lagi dan oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-

undang yang baru.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara
Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3
tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu

undang-undang tersendiri.

RUU tentang pemasyarakatan militer.

Urgensi pembentukan:

1)

2)

3)

Undang-Undang Pemasyarakatan Militer untuk memberikan
pedoman dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer, agar
pembinaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Militer, sistem
pemasyarakatan militer dan pembinaan narapidana militer dapat
terlaksana dengan terencana, terarah dan terpadu.

Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer merupakan bagian dari
sistem penegakan hukum untuk menjamin persamaan hak,
kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,
kepentingan militer dan kesatuan komando merupakan dasar dalam

melaksanakan pembinaan pemasyarakatan militer.

Pembinaan narapidana militer dimaksudkan untuk membina
narapidana militer menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang
berpedoman kepada Kode Etik Prajurit dan/atau Kode Etik Perwira,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

pidana.
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RUU tentang Keamanan Nasional.

Urgensi pembentukan:

1)

2)

Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang tentang
keamanan sebagai penjabaran pasal 26, 27 dan 30 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digunakan
sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum
terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama
dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor
penyelenggara keamanan nasional. Disisi lain
Kementerian/Lembaga terkait lainnya berdasarkan penjabaran Pasal
31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan pasal 34 ayat
(2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek
kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi
dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan

bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada.

RUU tentang perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban

masyarakat.

Urgensi pembentukan:

1)

2)

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002, ditentukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas
keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Republik
Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tugas perbantuan ini berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer
dan sangat bersinggungan dengan hak asasi manusia, maka
pengaturannya perlu ditingkatkan dalam bentuk undang-undang
sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) huruf b butir 10 Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menentukan OMSP

membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
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tugas keamanan dan ketertiban masyarakat akan diatur dalam
undang-undang serta sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
Urgensi pembentukan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Wetboek van Militaire
Strafrecht voor Nederlands Indie) yang diberlakukan berdasarkan Pasal Il
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1947, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum

dan ketatanegaraan.

RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
Urgensi pembentukan:

1) Peraturan Perundang-undangan tentang senjata api yang ada dan
masih berlaku hingga saat ini, merupakan produk peninggalan
pemerintah  kolonial Belanda dengan penambahan produk
perundang-undangan yang dibuat setelah perang kemerdekaan
secara parsial (belum terkompilasi) sehingga menyulitkan dalam

penerapannya.

2) Hasil identifikasi dan evaluasi menunjukan bahwa peraturan
perundangan tentang senjata api dan bahan peledak sudah tidak

valid lagi.

RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
Urgensi pembentukan:

Ruang udara sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara
bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sehingga kualitas ruang

wilayah nasional dapat terjaga keberkelanjutan demi terwujudnya
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kesejahteraan umum keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusi
UUD 1945.

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011

tentang Indutsri Pertahanan.
Urgensi pembentukan:

Semangat mewujudkan ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan
Keamanan secara mandiri harus didukung oleh pengelolaan manajemen
kapasitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan
teknologi Alat Peralatan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan
zaman. Bahwa untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Industri

Pertahanan tersebut.
RPP tentang Pemberontakan Bersenjata.

Urgensi pembentukan:

Pemberontakan bersenjata dapat mengancam dan membahayakan
kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa,
sehingga harus ditangani secara komprehensif, konsepsional dan
sistematis serta terintegrasi sehingga diperlukan keterpaduan dan

kesinergian dengan melibatkan semua stake holder terkait.

RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 67 tahun 2014 tentang Santunan
dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.

Urgensi pembentukan:

Peraturan tentang Veteran Republik Indonesia perlu ditingkatkan dan
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Veteran Republik
Indonesia.

RPP tentang Mengatasi Gerakan Sparatis Bersenjata.

Urgensi pembentukan:

Bahwa separatis bersenjata merupakan gerakan yang dapat mengancam

dan membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan
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keselamatan segenap bangsa serta melibatkan semua komponen

bangsa, maka perlu di atur dalam peraturan perundangan.

RPP tentang Mobilisasi Komponen Cadangan.
Urgensi pembentukan:

Peraturan tentang mobilisasi komponen cadangan perlu untuk

disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis terkini.

Lebih lengkap lagi, regulasi atau peraturan perundangan lainnya yang terkait
dengan pertahanan negara akan dijabarkan dalam lampiran 2, matriks

kerangka regulasi.

Kerangka Kelembagaan/Organisasi.

Peran kelembagaan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran strategis UO Kemhan sebagaimana telah dirumuskan
dalam Renstra 2020-2024, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan yang
tepat agar seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam
Renstra 2020-2024 dapat terlaksana sesuai target yang ditentukan.
Kelembagaan diwujudkan dalam komposisi unit kerja (satker-satker) dan
struktur hierarki yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi serta mandat
organisasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Kelembagaan yang dibentuk dalam UO Kemhan disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi selama Renstra berlangsung dan memperhatikan
ketepatan fungsi organisasi, ketepatan proses kerja (business procces) yang
dibangun dengan unit kerja lainnya dan ketepatan ukuran (jumlah pengawakan
organisasi yang disesuaikan dengan beban kerja). Dengan demikian organisasi
bersifat sederhana, simpel dan lincah namun efektif dalam pencapaian tujuan

organisasi.

Kelembagaan UO Kemhan perlu untuk disesuaikan dengan arahan
presiden yang sudah tertuang dalam RPJMN yaitu birokrasi yang efektif.

Birokrasi yang efektif merupakan hasil dari kelembagaan yang tepat fungsi,
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tepat ukuran dan tepat proses. Oleh karena itu, revisi kelembagaan UO
Kemhan akan dilakukan untuk mewujudkan Lembaga Kemhan berkualitas,
yang ditandai dengan: penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi
dan struktur; penggabungan; pengembalian tugas dan fungsi; dan

pembentukan organisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan
dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat
penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar
untuk mencapai arah bijak dan strategi UO Kemhan dalam rangka membangun
pertahanan negara yang tangguh menuju indonesia maju yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oleh karena itu
penguatan kelembagaan UO Kemhan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a. Kebijakan pembangunan pertahanan nasional, dimana UO Kemhan perlu
untuk mendukung pembangunan pertahanan dengan kelembagaan yang

tepat.

b. Peraturan perundangan yang berlaku, untuk memastikan keserasian
antara tugas, fungsi, serta kewenangan yang berlaku di lingkungan UO

Kemhan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
c.  Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern.

d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good
governance dan clean government), seperti prinsip tepat fungsi, tepat

proses, tepat ukuran.

Dari keseluruhan hal-hal yang mempengaruhi perencanaan guna revisi
kelembagaan UO Kemhan untuk tahun 2020-2024 kedepan, maka dibutuhkan

kerangka kelembagaan sebagai berikut:
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NO

SASARAN
STRATEGIS

STRATEGI

PROGRAM DAN

KEGIATAN

SASARAN

TARGET

2020

2021

2022

2023

2024

Terwujudnya
tata kelola
sistem
pertahanan
negara yang
baik.

Mengembangkan
tata kelola UO
Kemhan yang baik
dengan
mengedepankan
reformasi birokrasi

secara tepat.

01 Program

Dukungan

Manajemen.

WA 02 Pengelolaan
Organisasi dan
SDM.

a)

Evaluasi
organisasi dan
tata kerja
Kemhan.

b)

Evaluasi
organisasi dan
tata kerja RS.
Dr. Suyoto.

c)

Evaluasi
organisasi kanwil

Kemhan.

d)

Revisi organisasi
dan tata kerja

Kemhan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

12. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi UO Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, UO

Kementerian Pertahanan menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi

dengan 6 (enam) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai

secara nyata oleh UO Kementerian Pertahanan. Adapun untuk mengetahui
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tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator

Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Indikator Kiner Target
Kode | Sasaran Strategis |Kode ndikator Binerja
Utama
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
T1. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan

segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

SS.1 | Terlindunginya 1.1 | Persentase kebijakan
keselamatan di bidang strategi
segenap bangsa di pertahanan yang
seluruh wilayah ditindaklanjuti Kemhan,
y ) 70% | 72% | 75% | 78% | 80%
NKRI dari segala TNI dan K/L lainnya
bentuk ancaman, untuk mendukung
baik dari dalam kepentingan
maupun luar negeri. pertahanan negara.
T2. Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sinhankamrata)
yang terintegrasi dan modern.
SS.2 | Terintegrasinya 2.1 | Tingkat keberhasilan
Pertahanan Militer sistem pertahanan
dan Nirmiliter dalam negara yang telah
Sistem Pertahanan terintegrasi oleh . . . . :
g Baik | Baik | Baik | Baik | Baik
Negara yang bersifat Kemhan dan TNI
Semesta. dengan Kementerian/
Lembaga, Pemerintah
Daerah
SS.3 | Terwujudnya postur 3.1 | Persentase capaian
TNI yang tangguh MEF dalam mengatasi
dalam mengatasi dua wilayah trouble
75% | 80% | 85% | 90% [100%
ancaman. spot secara
bersamaan dan satu
cadangan.
SS.4 | Terwujudnya tata 4.1 | Indeks Reformasi
73 | 75 | 81 | 83 | 85
kelola sistem Birokrasi.
pertahanan negara ._
yang baik. 4.2 | Opini BPK terhadap wTP lwTte lwTP lwTP lwTP
Laporan Keuangan
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Indikator Kiner: Target
Kode | Sasaran Strategis |Kode naikator Binerja
Utama
2020 | 2021 | 2022 |2023 | 2024
Kemhan.
4.3 | Indeks Akuntabilitas
71| 73 | 75 | 81 | 83
Kinerja UO Kemhan.
T3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara.
SS.5 | Terwujudnya 5.1 | Indeks Belanegara. 25| 3 |35 (38| 4
komponen
5.2 | Persentase potensi
pendukung
sumber daya nasional
pertahanan negara
. _ yang dapat digunakan | 30% | 40% | 50% | 60% | 70%
yang ditetapkan di
. menjadi kekuatan
seluruh wilayah
_ pertahanan negara.
Indonesia.
5.3 | Persentase potensi
Sumber Daya Manusia
SDM), SDAB dan
( ) 25% | 45% | 70% | 85% | 90%
sarpras Pendukung
Pertahanan yang telah
tertata dan terbina.
SS.6 | Terwujudnya industri | 6.1 | Persentase
pertahanan nasional pemenuhan alutsista
yang kuat, mandiri, dan alpalhankam
dan berdaya saing melalui pemberdayaan | 36% | 38% | 40% | 42% | 45%
guna mendukung industri pertahanan
kebutuhan dalam negeri.
pertahanan negara.
T4. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara.
SS.7 | Terwujudnya 7.1 | Persentase wilayah
sinergitas penataan ertahanan (RWP
grasp P (RWP) 1 2006 | 75% | 80% | 85% | 85%

wilayah pertahanan

negara.

dan (RRWP) yang

tertata dan terbina.
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13. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, serta mencapai target

dan sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan kerangka

pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari

pemerintah Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam

Negeri (PDN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendanaan akan

digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada

kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat.

dijabarkan indikasi kebutuhan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis

UO Kemhan sampai dengan tahun 2024:

a.

Kerangka Pendanaan Program TA 2020.

No

Program

Pagu 2020

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya UO Kemhan.

2.593.119.459,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Pertahanan.

29.695.749.759,00

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kemhan.

53.409.973,00

Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pertahanan.

220.835.152,00

Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI.

290.142.952,00

Strategi Pertahanan.

72.300.860,00

Perencanaan Umum dan Penganggaran
Pertahanan.

67.697.998,00

Pengembangan Teknologi dan Industri
Pertahanan.

3.779.062.750,00

Potensi Pertahanan.

222.913.515,00

10

Kekuatan Pertahanan.

100.090.202,00

11

Pembinaan Instalasi Strategis Pertahanan.

63.069.021,00

Jumlah

37.158.391.641,00

Berikut
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Sehubungan dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran yang menyederhanakan 11 (sebelas) program menjadi 5
(program) di lingkungan UO Kemhan. Hal ini dimaksudkan agar program lebih
mencerminkan tugas dan fungsi UO Kemhan. Program dibagi menjadi: 1)
program generik seperti dukungan manajemen merupakan penggabungan dari
beberapa program dan 2) program teknis yang didesain untuk melaksanakan
prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024. Dalam
implementasi penyederhaaan program telah diterapkan dalam indikasi
kebutuhan pendanaan tahun 2021-2024.

b. Kerangka Pendanaan Program TA 2021.

No Program Pagu 2021
1 | Dukungan Manajemen. 2.432.432.990,00
2 | Kebijakan dan Regulasi Pertahanan. 22.482.730,00

3 | Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras

Pertahanan. 16.370.368.223,00

4 | Pembinaan Sumberdaya Pertahanan. 115.473.002,00

5 | Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi

Pertahanan. 532.421.234,00

Jumlah 19.473.178.179,00

c. Kerangka Pendanaan Program TA 2022-2024.

Indikasi Kebutuhan Pendanaan
No Program
2022 2023 2024
1 Dukungan 3.737.084.912.000 3.653.055.852.000 4.071.984.876.000
Manajemen.
2 Kebijakan dan 32.118.186.000 32.118.186.000 32.118.186.000
Regulasi
Pertahanan.




s

Indikasi Kebutuhan Pendanaan
No Program
2022 2023 2024
3 Modernisasi 29.123.450.042.000 | 18.228.153.075.577 | 18.249.734.912.951
Alutsista, Non
Alutsista, dan
Sarpras
Pertahanan.
4 Pembinaan 114.841.983.000 97.914.297.304 100.379.752.185
Sumberdaya
Pertahanan.
5 Riset, Industri, 4.633.746.792.000 913.064.551.000 909.151.692.000
dan Pendidikan
Tinggi
Pertahanan.
Jumlah 37.165.555.507.000 | 22.924.305.961.881 | 23.363.369.419.136

Secara terinci target kinerja dan kerangka pendanaan menurut program
dan kegiatan tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan dari dokumen renstra UO Kemhan ini.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan (UO Kemhan)
Tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan
nasional RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut
merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Rencana
Strategis UO Kemhan mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran
Kementerian Pertahanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015
tentang Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara.
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Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra UO Kemhan 2020-
2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran. Keinginan kuat untuk
melakukan perubahan yang bersifat strategis merupakan bentuk nyata dari
komitmen yang tinggi. Untuk itu dalam Renstra UO Kemhan 2020-2024, setiap
tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja
sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan
telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan

terkini.

Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing
menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, proses pemantauan dan
evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini
harus berjalan secara berkelanjutan yang secara operasional akan dijabarkan lebih
lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan UO Kemhan. Renstra dan
Rencana Kerja inilah yang menjadi pedoman utama seluruh Satker di lingkungan UO
Kemhan dalam menjabarkan isu-isu strategis dalam Renstra dan Rencana Kerja
Tahunan Satker hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap pejabat

Eselon | dan Il di lingkungan UO Kemhan.

Melalui mekanisme tersebut, seluruh jajaran UO Kemhan harus memiliki
komitmen untuk melakukan perubahan serta memiliki budaya untuk menghasilkan
kinerja yang optimal dengan bersikap optimis bahwa seluruh target kinerja
sebagaimana ditetapkan dalam Renstra UO Kemhan Tahun 2020-2024 ini dapat
dijalankan dan selaras dengan program pemerintah dalam RPJMN Tahun
2020-2024.

LAMPIRAN:
Lampiran 1 . Matriks Kinerja dan Pendanaan.
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi.

Sekretaris Jenderal,

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI



